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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang

pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Xonsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin . Nama
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ba’ b be
-
- ta’ t te
- sa 5 es (dengan titik di atas)
jim j je
C
_ h h ha (dengan titik di bawah)
-
. kha’ kh ka dan ha
C
dal d de
>
; zal z zet (dengan titik di atas)
ra’ r er
J
. zai z zet
J
sin s es
v
. syin sy es dan ye
J”
P sad S es (dengan titik di bawah)
B B dad d de (dengan titik di bawah)
5 ta’ t e (dengan titik di bawah) |
b z rd pet (dengan titik di bawah)

Xi




ain koma terbalik ke atas
C
. gain ge
&
s fa ef
| : 7 -
3 qa qi
.“_‘ kaf ka
B J lam ‘el
mim ‘em
r
5 nun en
waw we
J
ha’ ha
-]
. hamzah apostrof
T ya ye
2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

Tanda Nama Huruf latin Nama
- Fathah a a
— kasroh i i N
. dammah u u

Xii




Contoh: & - kataba (2] - yazhabu

J-n.'! - fa‘ala J—'a —-su'ila
2) Vokal rangkap (diftong)
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, ﬁansliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
we Fathah dan ya ai a dan i
3 Fathah dan au adanu
wawu

Contoh: 'u-:’f —kaifa J's»—haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
$ b fathah dan alif i a dan garis di
atau ya atas
¢ — kasrah dan ya 1 i dan garis di
atas
1 dammah dan ! u dan garis di
o wawu atas
Contch:
JB —qgila J& -qila
x 2
(s* )~ Tama J s& — yaqiilu

X1ii




4.

5.

Ya Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbutah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2} Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterzsinya adaluh
/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya fa marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tq

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

contoh:
Juib oy Raudah al-Atfal
; _,;ll PR al-Madinah al-Munawwarah
il Talhah
Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh;
\;; - rabbana

J5 - nazzala
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6. Kata Sandaug,
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengzn huruf, yaitu

Ji, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyah.

1y Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti
kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, di&ansliteramkan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sambung atau hubung.

Contoh:

RV e .
J= A - ar-rajulu

"._L;ji ~ al-galamu

7. Hamzsah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak dj

awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif,
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Contoh:

Hamzah di awal JsT akala
Hamzah di tengah O sl ta’khudziina
Hamzah di akhir ¢ 53 an-nau’u

3. Peunulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi"il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa
dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan
kata ini dengan perkata.

Contoh:

PR

o, T = . - . - .3
oSN 5 & Oy : wainnallaha lahuwa khair ar-razigin

e S Tiazedd 0 2o £7 - -
N J.Sﬂ 48515 :faaufu al-kaila wa al-mizana

9. Singkatan
Swt : Subhanahu wa ta’ala
Saw : Shallallahu ‘alaihi wa salam
No. : Nomor |
Q.S. : Qur’an Surat
t.L. : tanpa tahun
hlm. : halaman
a.s. ” : ‘alaihi al-salam
t.p. : tanpa penerbit
uu : Undang-Undang
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UUK : Undang-Undang Ketenagakerjaan

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PHK : Pemutusan Hubungan Kerja

SDM : Sumber Daya Manusia

THR | : Tunjangan Hari Raya

Jamsostek : Jaminan Sosial Tenaga Kerja

KEPMEN : Keputusan Menteri .

PKWTT : Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PKWT : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

PKB : Perjanjian Kerja Bersama

PP. : Paraturan Perusahaan

FSPMI : Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
ABM : Alianst Buruh Menggugat

APINDO : Asosiasi Pengusaha Indonesia

GSPB : Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh
SPN : Serikat Pekerja Nasional

KASBI : Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia
?RP : Perhimpunan Rakyat Pekerja

SOP . Standar Operational Procedures

MoU : Memorandum of Understanding

LMF : Labour Market Flexibility

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

PT : Perseroan Terbatas

SK : Serikat Pekerja

FNBI : Federasi Nasional Buruh Indonesia
SPSI : Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
Disnakertransduk : Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kepend-.dukan
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KAI : Kereta Api

BLU : Badan Layanan Umum
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SPKAJ : Serikat Pekerja Kereta Api Jabotabek
JABOTABEK  : Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi
UMPK : Upah Minimum Pekerja Kabupaten
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BAB 1

PENDAHULUAN

. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan pekerjaan adalah dua hal yang saling berhubungan. Agar
orang dapat hidup oraag harus bekerja, tanpa bekerja manusia tidak bisa
mempertahankan siklus kehidupannya. Sebenarnya bukan” hanya manusia saja
yang harus bekerja akan tetapi semua mahluk hidup yang dengan caranya
sendiri-sendiri bekerja untuk mencari makan sepanjang hidupnya.

Dari sudut pandang epistemologi agama, rutinitas kerja merupakun
realisasi konkrit ibadah kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT dalam meraih

dunia sebagai jembatan menuju sukses akhirat. Relasi kerja dan ibadah

sebagaimana tergambar jelas melalui firman Aliah surat al-Jumu‘ah ayat 10:

|J*. 4.13] I_,_;’;lj AJJ| J.qa.')u.a |_5a..4‘_50.a_)¥| Lg |_,J.:..bl§ M‘L_.w.a} ‘JLS

Artinya: "Apabila telah ditunaikn shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi dan carilah karunia allah".’

Menurut Husein Nasr, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan, bahwa kerja
dipandang memiliki signifikasi spiritual dan nilai sebagai kewajiban keagamaan
seorang muslim.?

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan

harus berkosentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan

i
Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV. P
him. 534. g enerbit J-Art, 2005),
Ridwan, F:qh Perburuhan, Cet | (Purwokerto: STAIN Purwoketto Presg 2007), hlm,
23. ’



jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya kosentrasi
terhadap komptensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan
jasa yang memiliki kualitas dan daya saing di pasaran, akan teiwapi disisi lain
perusahaan sulit untuk melakukan efisiensi sehingga biaya produksi tetap tinggi.
Untuk mengurangi risiko maka timbul pemikiran dikalangan dunia usaha untuk
menerapkan sistem outsourcing,” dimana dengan sistem ini perusahaan dapat
menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang
bekerja di perusahaan yang bersangkutan.*

Pengaturan hukum outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 pasal 64, 65 dan dan pasal 66. Outsourcing
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai
pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kelja.5 Dimuatnya ketentuan
outsourcing pada Undang-Undang Ketenagakerjaan &imaksudkan untuk
mengundang para investor agar mau berinvestasi di Indonesia® sehingga dapat
menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi jumlah pengangguran yang setiap
tahun selalu mengalami peningkatan.’

Perjanjian kerja dalam oufsourcing dilakukan dalam dua tahap yaitu
perjanjian antara Perusahaan Pengguna Jasa. Outsourcing dengan Perusahaan

Outsourcing sebagai penyedia jasa tenaga kerja, dan perjanjian antara Perusahaan

* Libertus Jehani, Hak-Hak Karyawan Kontrak, Cet. 2 (Jakarta: Forum Sahabat, 2008),
him. 2',, Mohamad Faiz, Ou:soufcing (Alih Daya) dan Pengelolaan Tenaga Kerja pada
s G, 2107 de 131210 |

Grafika, 2007), him. 22. gakerjaan, Cet. 2 (Jakarta: Sinar
g akse:l[l(hh?ci::::li?:r, g’éi}t;;“ Outsourcing Banyak disalahgunakan (www.main.id, 03 April 2008,

T D . . .

Prin Mahadi, Outsourcing komoditas politikah (ww digi ]
ww'v.wawasandigital.

diakses 19 November 2008). v.wawasandigital.com, 21 Juni 2008,




Outsourcing dengan pekerja/buruh. Perjanjian Kerja merupakan suatu perjanjian
antara pekerja dengan pemberi kerja/pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja,
hak dan kewajiban i;)ara pihak mulai dari saat hubungan kerja itu terjadi hingga
berakhirnya hubungan kerja.?

Bila dilthat dari sisi perjanjian kerja dalam outsourcing tenaga Kerja,
pekerja outsourcing didorong untuk tidak terikat pada satu peraberi kerja dalam
jangka waktu yang lama, melainkan dapat berpindah-pindah dengan pilikan
pendapatan yang lebih baik. Dengan berpindah-pindah kerja diasumsikan dapat
membuka peluang kesempatan kerja yang lebih besar kepada lebih banyak
pencari kerja, karena pekerjaan akan selalu tersedia bagi para pencari kerja. Akan
tetapi untuk jangka panjang sistem outsourcing justru akan membawa pengaruh
terhadap pertambahan jumlah pengangguran menjadi semakin banyak, karena
seseorang yang selalu dikenakan sistem oufsourcing dalam waktu tertentu saat
umurn_ya sudah tidak ﬁroduktif lagi, maka orang tersebui akan berpotensi
menjadi pengzsmggura:n.9 |

Modez! hubungan kerja dengan sistem kontrak dan outsourcing dapat
mengurangi dominasi serikat buruh yang merupakan basis kekuatan kolektif
pekerja/buruh. Melalui bentuk hubungan kerja outsourcing, sistem kolektivisme
dalam hubungan indusi_:rial mulai digeser ke arah individualisme. Individualisme
juga dilakukan terhadap sistem pengupahan dan penyelesaian perselisihan.
Individualisme dalam hubungan kerja dianggap sebagai kunci penting untuk

mendorong produktifitas dan mengurangi kontrol kolektif serikat buruh terhadap

® Libertus Jehani, Hak-hak Karyawan Kontrak, him. 5.
’Ayip  Ahmad  Mu'jizat,  Pelanggaran Undang-Undang  Tenaga  Kerja
(http://one.indoskripsi, 13 Oktober 2008, diakses 22 Desember 2009).



kepentingan-kepentingan produksi dan ekspansi modal. ' Penghapusan serikat
buruh yang dilakukan secara sistematis melalui bentuk hubungan kerja
outsourcing, akan membawa pengaruh terhadap berkurangnya tenaga kerja tetap
yang menjadi basis serikat buruh. Status oursoi:rcing secara langsung telah
menutup peluang untuk menjadi anggota serikat buruh karena serikat buruh
hanya mengorganisir pckerja tetap. Pelemaban terhadap serikat burub ini
membawa pengaruh yang serius bagi pekerja untuk jangka pendek maupun
jangka panjang, yaitu melemahnya perlindungan pekerja dari sisi hak dan
hukum. "’

Pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh pek?rja kontrak menurut
pasal 59 ayat (1), pasal 65 ayat (2) dan pasal 66 UU No.13 Tahun 2003,
outsourcing hanya dibolehkan terhadap pekerjaaan yang sifatnya sementara,
dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dan kegiatan tersebut tidak
berhubungan langsung dengan proses pmduks.i.12 Akan tetapi Undang-Undang
keenagakerjaan hanya memberikan sedikit penjelasan tentang kegiatan
penunjang dan tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang apa
yang dimaksud dengan kegiatan pokok. Ruang interpretasi yang agak longgar
masih tersedia, penentuan kriteria usaha pokok yang kurang spesifik cenderung
diinterpretasikan secara beragam oleh pengusaha. Ada kecenderungan pengusaha
mempersempit pengertian cakupan usaha pokok agar jenis dan jumlah pekerjaan

penunjang yang dapat diserahkan pada pekerja outsourcing menjadi lebih

1 Mari Nugroho dan Indrasari Tjandraningsih, Fleksibilitas Pasar Kerja dan

Tanggu{llgj;\;ab Negara (www.hukumonline.com, 03 April 2008, diakses 12 Desember 2008)
Ibid. '

12 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 lentang Ketenagakerjaan, him. 20-23,



banyak. Jika memperhatikan bahwa proses fleksibilisasi kini barryak merambah

masuk ke dalam inti produksi dan diikuti oleh meningkatnya jumlah pekerja
outsourcing secara pesat, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengusaha lebih
mudah memperoleh keuntungan dari ruang interpretasi tersebut.'

Pola hubungan - kerja dengan menggunakan oufsourcing juga secara
sosiologis telah menciptakan diskriminasi dan pengkelasan pekerja. Diskriminasi
ini diwujudkan melalui pembedaan hak-hak pekerja. Cara ini efektif untuk
menciptakan jarak dan membatasi pergaulan diantara kelompok pekerja yang
berbeda status serta menciptakan perbedaan kepentingan, sehingga dengan
demikian menghi_ndarkan munculnya solidaritas. Hubungn kerja outsourcing
yang memudahkan proses rekrut dan pecat bagi perusahaan serta secara
signifikan dapat menekan biaya tenaga kerja membawa pengaruh yang serius
terhadap kesejahteraan pekerja. Masa kerja yang pendek dan sistem outsourcing
dengan hak hanya upah pokok sebesar atau bahkan lebih rendah dari upah
minimum kabupaten/kota tanpa tunjangan-tunjangan maupun fasilitas kerja
lainnya merupakan sebuah bentuk pemiskinan kaum pekerja dan menciptakan
lebih banyak kaum miskin pekerja.'*

Walaupun Undang-Undang No 13 Tahun 2003 mengiéyaratkan agar syarat
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh outsourcing
sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja
pada Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja, namun hal tersebut sangat sulit

dilakukan karena pengusaha melakukan hubungan kerja seperti ini justry dengan

BHari Nugroho dan Indrasari Tjandraningsih, Fleksibilitas Pasar Kerja dan

Tangguﬂgi;n;ab Negara (www.hukumonline.com, 03 April 2008, diakses 12 Desember 2008)
1bid,. :



pertimbangan bahwa biayanya lebih murah dan risikonya lebih ringan. Kalau
syarat-syarat kerjanya sama termasuk dalam hal pembayaran upah, tunjangan-
tunjangan, jaminan sosial, pesangon dan pensiun, tentu pengusaha akan berfikir
lebih baik melakukan hubungan kerja secara langsung dari pada melalui pihak

ketiga."

Penerapan sistem outsourcing telah membuat suacana kerja menjadi tidak
tepang, ini karena adanya rasa tidak nyaman dalam pekerjaan dan adanya
perbedaan-perbedaan antara pekerja tetap dan pekerja outsourcing, sehingga
membuat resah, kondisi ini tentu disadari sepenuhnya oleh perusahaan akan
berimbas pada hasil kerja atau produktivitas perusahaan, baik kualitas maupun
kuantitas. Praktek outsourcing bukanlah jawaban atas krisis ekonomi yang terus
melanda negeri ini, sebaliknya sistem o'utsourcing hanya membesarkan pemodal

besar dan membenamkan pekerja/buruh yang memiliki daya beli readah akibat
sistern ini.'¢

Kajian tentang perburuhan dalam Islam, didefinisikan dengan
menggunakan dua istilah teknis yaitu figh al-'ujrah dan figh al-‘ummal.
Pembahasan persoalan yang berkaitan dengan masalah perburuhan di dalam
literatur kitab-kitab fikih dibahas dalam bab ijarah, kategori figh al-mu‘amalah.)’
ljgrah diartikan sebagai akad atas manfaat dengan imbalan yaitu harta.'® Akad

[jdrah sebagai bagian dari kerjasama ekonomi dalam bidang jasa berangkat dari

15 . - X
Ahmad, Outsourcing dan Eksploitasi Pekerja (http://www.berpolotik.com, 23 Okt
2007, diakses 08 juni 2008). ober
' Begjo, -Mehhat. Praktek Nya-ta Sistem Kerja Kontrak Outsouscing di Kawasan Industri
(http://www.prp-indonesia.org, 25 Juli 2008, diakses 19 Nov 2008). ,
17 Ridwan, Figh Perburuhan, hlm. 7,
' Ahmad ibn Abi Sahl ai-Sarakhsi, Kijt36 al-Mabsid, Juz 15 (Bairdt: Dar al-
‘imiyah, t.t), hlm. 82. 2 (Bairit: Dar ui-kuiub al-




filosofi dasar bahwa manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya pasti
memerlukan kehadiran atau bantuan orang lain. Karena pada dasarnya manusia
adalah mahluk sosial dan mempunyai sifat ketergantungan pada orang lain
(interdepedensi). Dalam akad ijarah memperlihatkan adanya relasi dua pihak,
yaitu pihak yang memperkerjakan (musta'jir) dan pihak yang di pekerjakan (ajir),
yang obyeknya adalah jasa dengan suatu kompensasi berupa upah atas pekerjaan
tersebut.

Problematika mengenai outsourcing memang cukup bervariasi. Hal inj
dikarenakan penggunaan oufsourcing dalam dunia usaha di Indonesia kini
semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh

pelaku usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk

mengatur tentang oufsourcing yang telah berjalan tersebut.

. Penegasan Istilah

Dari judul skripsi yang penulis angkat, ada satu istilah yang perlu mendapat
penjelasan agar arah dan maksud penulisan skripsi ini menjadi jelas dan tidak

tejadi kesalahfahaman dalam memahami permasalahan yang akan dibahas,

istilah tersebut adalah Qutsourcing.

Outsourcing menurut  Undang-UndangNo 13 Tahun 2003  yaitu
pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kelja.19 Outsourcing juga
diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada
suatu badar- penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan

proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah

** Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, him. 22



disepakati oleh pars{ pihak.% Pekerja outsourcing dalam Islam terrnasuk dalam

kategori buruh khusus, yaitu buruh yang mendapat upah dengan cara

menyerahkan dirinya untuk dipeketjakan dalam waktu tertentu.?! |
Dari uraian penegasan istilah di atas maka yang dimaksud judul skripsi ini
adalah suatu kajian tentang Qutsourcing dalam Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok
penelitian ini adalah:

a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem outsourcing dalam
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengaruh
legalisasi outsourcing dalam Ketenagakerjaan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap outsourcing dalam Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengarub

legalisasi outsourcing dalam ketenagakerjaan?

20 : :

Ardan, Outsource dipandang dari sudut Perusahaa :
(www.apindo.or.id, 2006, diakses 04 Agustus 2006). " Pengguna Jasa Pekerja

 Ridwan, Figh Perburuhan, hlm. 59.




2. Kegunaan penelitian

a. Secara teori:

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan

kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan terutama dalam

bidang hukum positif dan hukum Islam, kﬁususnya masalah outsourcing.
b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat,

maupun pihak-pihak yang menjadi bagian dalam sistem owtsourcing,

tentang pandangan outsourcing dalam hukum Islam

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang outsourcing sebagai sebuah konsep maupun praktik
aplikasinya di perusahaan dalam hubungan kerja, sudah banyak diteliti oleh
beberapa penulis. Berdasarkan penclusuran yang penulis lakukan ada beberapa
buku yang membahas tentang outsourcing diantaranya:

Undang-UndangNo 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal
64, 65, dan 66 memuat aturan-aturan tentang oufsourcing, baik aturan yang
berlaku untuk Perusahaan Pengguna Jasa Qutsourcing, Perusahaan Qutsourcing,
ynaupun pekerja/buruh autsourcing.”

Chandra Suwondo dalam bukunya yang berjudul Quisourcing Implementasi
di Indonesia, bahwa prinsip-prinsip outsourcing telah dilakukan sejak dahulu,
sejak bangsa Yunani dan Romawi menyewa prajurit asing untuk bertempur pada

peperangan mercka, serta menyewa ahli bangunan untuk membangun kota

2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Cet.2 (Jakarta: Sinar
Grafika, 2007).
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beserta istana. Dengan perkembangan sosial yang ada, prinsip outscurcing mulai
diterapkan dalam dunia usaha.””

Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya yang berjudul Outsourcing Konsep
dan Kasus, dalam buku ini dijelaskan bahwa outsourcing dilakukan untuk
mendapatkan tenaga ahli serta mengurangi beban biaya perusahaan dalam
meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat terus kompetitif dalam menghadapi
petkembangan ckonomi dan teknologi global dengan menyerahkan kegiatan
perusahaan pada pihak lain yang tertuang dalam kontrak. Selain itu juga dibahas
tentang konsep-konsep dasar owtsourcing dan cortoh kasus-kasus beberapa
perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing dalam menyelesaikan pekerjaan
yang bukan menjadi pekerjaan pokok dari Perusahaan kepada pihak lain,?*

Libertus Jehani dalam bukunya yang berjudul Hak-hak Karyawan Kontrak,
menyatakan bahwa hak-hak setiap pekerja kontrak baik saat memulai hubungan
kerja, selama masa kerja dan pada saat hubungan kerja berahir (PHK). Hak-hak
tersebut menyangkut upah, upah lembur, tunjangan hari raya (THR), jaminan
sosial tenaga kerja (Jamsostek), hak untuk berserikat, dan sebagainya. Bahkan
jika jenis pekerjaan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan,
maka hubungan kerja dengan sistem outsourcing tersebut dapat menjadi
perjanjian kerja vntuk waktu tidak tentu (tetap), sehingga pada saat pekerja di

PHK, dia berhak atas kompensasi PHK.%

2 Chandra Suwondo, Qutsourcing Implementasi di Indonesia (Jakarta: PT. Elex Media
Kompuzt};ndo, 2005).
Amin Widjaja Tunggal, Outsourcing Konsep dan Kasus (Jakarta: Harvarindo, 200
. - - L) 8 .
B \ibertus Jehani, Hak-Hak Karyawan Kontrak, Cet. 2 (Yakarta: Forum Sal iabat, 2008))_
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Gunarto Suhardi dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi
Para Pekerja Kontrak OQutsourcing, dalam buku ini diterangkan bahwa hubungan
kerja dalam outsourcing merupakan upaya untuk menyiasati hukum, baik itu
sebelum lahirnya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
maupun sesudahnya. Meskipun Undang-Undang secara implisit tidak
inembenarkan hubungan kerja seperti itu untuk pekerjaan yang sifatnya terus
menerus dan hanya dibenarkan untuk pekerjaan tertentu serta dengan jangka
waktu yang tidak lebih lama dari yang ditentukan Undang-Undang. Akan tetapi
masih dapat disiasati dengan berbagai cara penetapan job description dan jangka
waktu yang diputus-putus serta dengan penggantian nama perusasaan
Qutsourcing. Selain itu dalam buku ini juga dibahas tentang pengertian
outsourcing, ketentuan perundangan, produkiivitas tenaga kerja, dan pandangan
pengusaha tentang outsourcing, dan lembaga penyelesai perselisihan
perburuhan.” :

Soedarjadi dalam bukunya yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan i
Indonesia, pada bab IV, diterangkan bahwa perusahaan jasa penyedia
pekerja/buruh yang dapat merekrut pekerja secara langsung untuk kemudian
dipekerjaan pada perusahaan lain dengan tanggungjawab tetap pada Perusahaun
Outsourcing dengan pemberian upah, kesejahteraan, pesangon dan sebagainya.

Akan tetapi dengan satu syarat bahwa perusahaan tersebut berbadan hukum dan

% Gunarto Suhardi, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing. Cet, |
(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006).
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ada izin operasional dari instansi yang bertanggungjawab dibidang
lcetenagakerjaan.z 7

Ridwan dalam bukunya yang berjudul Figih Perburuhan pada bab 3 di
sebutkan, bahwa buruh khusus mendapat upah dengan cara menyerahkan dirinya
untuk dipekerjakén dalam waktu tertentu. Apabila pihak peny:zwa membatalkan
kontraknya, maka ia berhak untuk mendapatkan bayaran penuh, kecuali
pembatalan tersebut ada alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh syara‘, akan
tetapi kalau pembatalan tersebut berdasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan
oleh syara‘ maka ia mendapat upah sesuai dengan apa yang telah ia ker) akan,?®

Setelah penulis melakukan penelusuran literaturr, sepengetahuan penulis
belum terdapat skripsi atau tulisan yang membahas tentang Qutsourcing dalam

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari

Hukum Islam.

. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Library research, yaitu suatu
penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan

pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, atau berbagai karya

27 goedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

2008).
2 Ridwan, Figh Perburuhan, Cet 1 (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007)
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ilmiah lainnya.”® Oleh karena iﬁl sumber data penelitian ini mengacu pada
data-data kualitatif yang bersumber pada sumber buku-buku, kitab teks yang
_berhubungan dengan hubungan kerja dalam kerjasama ekonomi dan konsep
ijarah.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
“adalah pendekatan yuridis-normatif. Yang dimaksud dengan yuridis normatif
atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner, yakni penelitian yang
dilakukan untuk menemukan aturan hukum atau prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.*°
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi,
yaitu cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, makalah dan lain-lain,”! yang relevan
dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan
data yang kelﬁudian penulis analisis untuk selanjutnya mermilah dan memilih
data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. Sumber Data
Secara garis besar dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan

dua sumber data. Adapun kedua sumber data yang dimaksud adalah:

B Sutrisno Hadi, Metodologi Penclition Reaserch (Yogyakaria: Andi Offs et, 2000)
him 10. \
% Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), him. 35.
31 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet, 9 (Jakarta:
Rineka Cipta, 1993), him. 202, :



a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh
dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.*? Dapat pula
diartikan bahwa data primer yaitu data pokok yang tertulis atau tercatat,
yang digunakan sebagai bukti atau keterangan sah. Data primer yang
digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2) Keputusan Menteri Tenmaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia No.Kep.100/Men/V1/2004 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.

3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia No.Kep.101/Men/V1/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen

101/2004).

4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia No.Kep. 220/Men/X/2004 Tahun 2004 tentang Syarat-
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada
Perusahaan Lain.

b. Sumber data skunder.
Sumber data sekunder adalah data-data yang secara tidak langsung

sebagai refrensi pokok yang berhubungan dengan pembahasan skripsi,

2 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah: Dasar Metode Tehnik (Bandung:
Tarsito, 1982), him, 163.
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namun dapat dijadikan sumber data.* Beberapa sumber data skunder

skripsi ini adalah:

1) Ayat-a.yat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hubungan keria
dalam kerjasama ekonomi, di samping itu juga data-data literatur figh
yang berhubungan dengan konsep ijarah.

2} Situs Internet yang berkaitan dengan outsourcing.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
metode content analysis, atau sering disebut sebagai analisis isi atau kajian
isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha
menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan
sistematis.**Dengan metode ini akan diperoleh suam isi pesan
pengarang/penulis kitab secara obyektif, sistematis, dan refevan secara
sosiologis. Metode ini juga digunakan untuk menganalisis substansi
pemikiran para ulama fikih dengan menganalisis kerangka paradigmatik dan

konsep-konsep dasarnya, untuk kemudian ditarik pada konsep kekinian.

| G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang
menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibaha  Untuk
memudahkan penyusunan skripsi, maka penyusun membuat sistematika

pembahasan sebagai berikut:

33
Ibid
* Sujono dan ‘Abdurahman, Metodologi Penelitian Suaty Pemikiran dan Penerapan
(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), him. 13-14.
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Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang konsep hukum perburuhan dalam Islam,
adapun sub pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian dan dasar hukum
ifarah, syarat dan rukun jjarah, macam-macam ijaral, berahirmya akad ijarah,
perjanjian kerja dalam akad farah, hak dan kewajiban buruh dan majikan,
elemen pokok dalam perjanjian kerja, etika buruh dan majikan, serta
tanggungjawab pemerintah terhadap masalah ketenagakerjaan.

Bab Ketiga membahas tentang ketentuan umum outsourcing dalam
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang meliputi, pengertian tentang
outsourcing dan dasar hukumnya, jenis pekerjaan yang dapat di-outsource,
perjanjian kerja dalam outsourcing, syarat sahnya perjanjian kerja, bentuk dan
jangka waktu perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja dalam outsourcing,
hubungan hukum. pekerja/buruh outsourcing dengan Perusahaan Outsourcing,
dan Perusahaan Pengguna Jasa Outsourcing, pengaruh legalisusi outsourcing
dalam ketenagakerjaan.

Bat keempat merupakan bab analisis, analisis akan dibagi menjadi dua
bagian, yaitu analisis hukum Islam terhadap ketentuan oufsourcing dalam
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dar analisis
hukum Islam terhadap pengaruh legalisasi outsouring dalam ketenagakerjaan,

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran,




BAB II

KONSEP HUKUM PERBURUHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jarah
1. Pengertian Ijai-ah
Kata jjarah berasal dari kata gjr yang berarti imbalan (‘iwad).! ifarah
juga diartikan sebagai upah atas pekerjaan.® Menurut terminologi figh,
ulama figh (fugaha) memberikan batasan terminologi yang berbeda-beda
redaksinya, namun mengarah pada substansi yang sama. Beberapa definisi
akad Jjarah ;crsebut antara lain:

Menurut Hanafiyah 7jarah adalah:

upyu Oful‘_ra.llu.nosa,‘p.u, Iy d;j,l;:a ite “’:\;4::1_4}.

P ”

“Akad untuk membolehkan pem:hkan manfaat yang d:kerahw dan d:sengaja
dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

Menurut Syafi'iyah :

ub};.g Ep—l.u;'}}l _, J..L..U 4.1.1‘3 d:—l...ﬂ 4.;31:&- oa_,.«:.u A.u...» Lg.c- .J.;u:—

s =
“Adkad kemanfaatan atas sesuatu yang dibolehkan mengandung maksud

tertentu, diketahui dengan jelas, serta menerima pengganti atau kebolehan
dengan pengganti tertentu”.

! Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Jilid 3 (Bairit: Dar al-Fikr, 1992), him. 198,
%« Abdurrahman al-Jazifi, Kitab al-Figh ‘ala Mazahih al-Arba‘ah, Juz 3 (Mesir: Maktabah
T:Jarlyah al-Kubra, t.t}, him. 94.
3 Ihid,.
* Wahbah az-Zuhaili, al-Figh ai-Islomi wa Adillatuf, Juz 4 (Baitut: Dar a-Fikr, t.1),
him.732.
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2. Dasar Hukum Zjarah

Akad jjarah sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam hal penukaran
manfaat, mempunyai sandaran hukum yang kuat, ulama figh sepakat bahwa
jfarah disyariatkan dalam Islam, kecuali Abu Bakar al-‘Asim, isma‘il ibn
‘Aliyah, Hasan al-Bisri, al-qasyani, an-Nahrawani, dan Ibn Kaisan, golongan
'ini tidak menyepakatinya. Mereka beralasan bahwa ijarah adalah jual beli
kemanfaatan, sedangkan kemanfaatan adalah sesuatu yang abstrak, dan
sesuatu yang abstrak tidak bisa dikategorikan «ebagai jual beli.?

Sementara jumhur ulama yang membolehkan akad jjaral, berdasarkan
pada dalil al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma.
a. Al-Qur’an

Surat al-Baqarah ayat 233:

L

-ﬂ-‘ "’d’ < 9”!’ <y /:",’ /,f.—, -’:9: Ssa ," -
‘éL__;l.-.Lac.’..«Lalbllj._.lD CL.:- ‘)U;J‘J_,‘ l}*‘?ﬂdo‘(""})' Qb

Syl
Artinya: " Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, mcka

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut”. 10

Dalam ayat ini dijelaskan tentang kebolehan memperkerjakan orang
lain dan supaya memberikan pembayaran yang patut yaitu sesuai dengan

pekerjaan yang dilakukannya.

9 Wahbal. az-Zuhaill, al-Figh al-Islami wa Adilfatuh, hlm. 730.
10 Departemen Agama R, al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 37.



Surat al-Qasas ayat 26-27:

\
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—_

A\
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-

Artinya: “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada Idta), karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya”. Berkatalah Dia (Syw'aib): "Sesungguhnya aku
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari
kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku
delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka
itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendck
memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku
termasuk orang- orang yang baik"."!

Pesan yang ingin disampaikan dalam kalimat ista jarta al-gawiyu
al-amin dalam surat al-qasas ayat 26-27 adalah agar mengambil pekerja
yang dapat dipercaya, agar bisa menjalankan tanggungjawab yang
menjadi kewajibannya sebagai pekerja dengan baik.

Surat at-Talaq ayat 6:

A;J’,ffﬁ f’:»’dlgf £, -

SRl e eled 5] fahl ls

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-analymu untulmu
maka berikaniah kepada mereka upahnya”,™*

11 1bid., him, 388.
12 1bid., him. 559.
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Kalimat wjurahunna dalam ayat diatas merupakan perintah agar
majikan membayar upah kepada pekerja yang dipekerjakannya.
b. As-sunnah
Dasar hukum yang kedua yang digunakan jumhur ulama adalah as-
sunnah. Ada beberapa hadis yang dijadikan dasar disyari’atkannya fjarab,
diantaranya: |

Sabda Nabi S.A.W-

a:,oj Qa A Qs B M o # ot 2o Ao o

¥ e o - A E azﬁz
o M. S0 . Y a “, L T P 2 .- :p-" - ad
.ﬂl)'("l“'Jfﬁlﬁm‘LfL‘al;f‘“ J.:v.-t‘.‘..-'l_,\.g.:.od.U'l g:c_:_) u..:l.pu.c.{:;_}jl

- a [] ‘: . ,‘ . ‘: ol v ’, " g,
36 gyl B Lol o oy 48 r o il (1 D 5 S

s - E .Of:fa,‘ - Yo s A o1 ° LT - . 'n . - .-
olials &,}JLAS’U%?GLF}AJ‘)JL,?J?::H1 ‘:ll‘?-j:'df'u%: e
Y g; S s

I 3¢ e 4.2 - A I
LAGG JU oY% da Yy e o8ty Ugdst, ot Gals
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Artinya: “ Mewartakan Tbrahim bin musa, Hisyam dari ma ‘mar duri az-
Zuhri dari Urwah bin Zubair dari ‘Aisyah r.a. Nabi saw dan
Abu Bakar pernah memperkerjakan seorang laki-laki Bani ad-
Dail kemudian dari Abd bin ‘Adi untuk dijadikan petunjuk
Jalan yang khirit, artinya yang sangat mahir dalam bidang
penunjuk jalan yang telah mengikat perjanjian dengan
sumpah dalam keluarga al-‘As bin Wa'il, sedang Dia adalah
pemeluk agama kafir Quraisy, maka kalian berdua
mempercayainya, lalu menyerahkan dua keadaraan unta
kepadu seorang laki-laki itu dan diijarabkan menjemput di
Gua Sur sesudah tiga malam, maka ia pun datang

menjempuinya dengan membawa dua kendaraan” (H.R. Al-
Bukhari).”

PAl-Imar1 Abi‘Abdillah Muhammad ibn IsmdTl ibn Ibrahim itn al-Mugirah ibn
Bardizbah al-Bukbari al-Ju'fi, Sahih al-Bukhari, Juz 3 (Bairut: Dar al-Fikr, {.1), hlm. 48.

'* Ahmad Sunarto, et.al., Terjemah Sahih Bukhari, Jilid 3 (Semarang: CV. Asy-Syifa',
1993), hlm. 203.




Hadis ini menjelaskan bahwa kata wastajara berasal dari kata

ista'jara yang artinya menyewakan, kata tersebut menandakan bahwa
jjdrah telah dipraktekan pada zaman Nabi dan Sahabat. Pada masa ini
Nabi dan Sahabat Abil Bakar melakukan akad dengan Bani ad-Dail untuk
menjadikan mereka sebagai penunjuk jalan dengan memberikan upah,
dan menyewa orang selain yang beragama Islam (non muslim) adalah
diperbolehkan, jadi yang terpenting disini adalah saling mempercayai
sesuai dengan perjanjian yang iela.h diakadkan.

Sabda Nabi S.A.W:

o - o':ﬁfg}o’nta - g ’.’f o .
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Artinya: “Mewartakan kepada kami Suwaid bin Said kepada kami Yahya
bin Salim dari Isma Tl bin umayyah dari Sa ‘id bin Abu Sa‘ad
al-Magburi, dari Abu Hurairah, Dia berkata: Rasulullah
S A W. bersabda: ada tiga golongan yang aku jadikan musuh
mereka pada hari kiamat. Sedangkan siapa yang aku jadikan
musuhnya, pasti aku akan mengalahkannya pada hari kiamat;
1. seorang yang memberi (sesuatu) karena aku, kemudian dia
berkhianat. 2. seseorang yang menjual orang yang merdeka
dan dia makan hartanya. 3. seseorang yang memperkerjakan
seorang buruh dan buruh tersebut sudah memenuhi
kewajibannya, tetapi dia tidak memenuhi wpahnya”. (H.R.
Ibnu Majah)."®

15 Al.Hafiz Abu Abdiliah Muhammad ibn Yazid ibn Majah ar-Rabi' al-Qazwaini, Sunan
Majah, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), him.19.
t6 Abdullah Sonhaji, et.al., Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid 3 (Semarang: CV. asy-

Syifa', 1993), him. 249-250.
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S X 'I

Hadis diatas menjelaskan bahwa Allah akan melaknat orang pada
hari kiamat apabila di dunia senang menzalimi orang lain, yaitu
diantaranya majikan yang tidak niembayar upah pekerja setelah
melakukan pekerjaan dan hak-hak lainnya tidak diberikan.

Sabda Nabi S.A.W:

‘w‘;&u‘ 4..,\’::.9 U" ..L..:...» gJJ ;.Jb} U:L;- ';ga:..:a..ﬂi .LJ_,.“ u’ UﬂLa.H "“
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Artinya:  “Meriwayatkan kepada hkami al-‘Abbas bin al-Walid ad-

Dimsyaqi, wahab bin Sa‘id bin‘atiyyah as-Salamf,
' ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. dari ayahnya dari
‘dbdullal bin‘Umar berkata, barsabda Rasulilah S.aw:
“berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum keringatnya
kering”. (HR. Ibnu Majah)."®

Hadis diatas memerintahkan kepada umatnya yaitu {majikan) yang

memperkerjakan pekerja atau buruh supaya menyegerakan pemberian
| upahnya sesuai dengan akad yang disepakati atau dengan kata lain sesuai
dengan waktu pemberian upah yang diperjanjikan. Seorang majikan
i dilarang menunda-nunda pembayaran upah, karena upah merupakan hak

dasar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

7 Al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah ar-Rabi' al-Qazwaini, Sunag

jbne Mijah, bim. 20,
*® Abdullah Sonhaji, et.al., Tarjamah Sunan Ibnu Mdjah, him. 250.
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Sabda Nabi S.A.W:
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Artinya: “ Mewartakan kepada Musa bin fsma'tl, menceritakan kepada
kami Wuhaib, menyampaikan kepada kami Ibnu Tawus dari
ayahnya dari Ibnu ‘Abbasr.a., ia berkata; Beliau Nabi pernah
berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam”, (H.R. al-

Bukhar)).”’

Hadis tersebut diatas menerangkan bahwa Nabi pernah menyuruh
orang untuk membekam dan memberikan upah kepadanya. Inilah salah
satu dasar bahwa praktek ijarah dipraktekan oleh Nabi S.A.W. dan
menandakan bahwa ijaral diperbolehkan.

[jma

Dasar hukun lain dari ijarah adalah adanya ijma dari umat Islam
mulai dari zaman sahabat dengan mendasarkan pada’argumentasi rasional
bahwa kebutuhan akan jasa/manfaat bagi manusia adalah sama dengan
kebutuhan atas barang yang bersifat material atau dapat dilihat. Kalau
sekiranya akad atas benda itu dibolehkan, maka akad atas manfaat/jasa
juga hukumnya boleh.?!

Dengan mendasarkan pada beberapa ayat al-Qur’an di atas, hadis

Nabi dan ijma sahabat, maka akad ijarah sebagai model transaksi

9 Al.Imam Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Ismal ibn Ibrahim ibn al-Mugirah jbn

Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fi, Sahih al-Bukhari, him. 54,

2 anmad Sunarto, et.al., Terjemah Sahih Bukhari, him. 304.
2t ywahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa* Adillatuf, hlm. 731.
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penukarah manfaat mempunyai sandaran normatif yang kuat., Untuk itu
akad jjarah boleh dilakukan dalam transaksi ekonomi.
B. Syarat dab Rukun Ijarsh
Syarat dan rukun merupakan dua hal yang harus ada dalam sebuah akad.

Jika tidak terpenuhi salah satu syarat atau rukun dari suatu akad maka akan

menjadikan akad itu batal. Menurut ulama Hanafiyah rukun jjarals ada dua yaitu:

ijab dan gabul, antara lain dengan menggunakan kalimat al-jjaral, al-istajar,

al- iktira dan al-ikra. sedangkan menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat

yaitu; 1) adanya dua orang yang berakad (mujjir dan mustajir), 2) sighat (jjab

dan gabul), 3) upah (yjrah), 4) nilai manfaat (manfa ‘at).?
Adapun perincian rukun ijarah adalah sebagai berikut:

I. Adanya rﬁuj’ir dan mustafir, yaitu orang yang melakukan akad sewa
menyewa atau upbh mengupah. Mu'jir adalah orang atau menycwakan, dan
menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, sedangkan
musta'jir adalah orang yang memberikan upah.?

Dilihat dari subyek akad ijarah, yaitu mujir dan musta’jir sebagai pihak
yang akan melaksanakan transaksi hukum, maka keduanya dipersyaratkan
sebagai berikut:

a. Telah baligh dan berakal sempurna (menurut mazhab Syafi‘i dan
Hambali).?* Apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil

atau orang gila, kemudian menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai

2 pyid. hlm. 731.
B Hendi Suhendi, Figih Muanalah (PT. RajaGrafindo Persada, 20
2 Ibid., him.735. , 2005}, him. 117.
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buruh maka jjdrabnya tidak sah.”’ Berbeda dengan mazhab Hanafi dan
Maliki yang berpendapat bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus
mencapai usia baligh tetapi anak yang telah mumayyizpun boleh
melakukan akad jjaralt dengan ketentuan disetujui oleh walinya.?®
Dengan demikian syarat yang melekat pada keduanyz sebagai
subyek hukum adalah faktor kecakapan melakukan tindakan hukum.”

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

Lﬁ._,;rg |,M,$J%|del(.ﬁ}.1 Lald 5% 3
"F—‘“}J 5785305

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
berila’t mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan
ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. ¢

b. Akad jjarah dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak dan
saling meridhai.”® Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29
yang berbunyi:

FRIERT, Ve e G g
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* M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Isiam, Cet.] (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), him, 231.

% wahbah az-Zuhaili, al-Figh ai-Islami wa Adillatub, him. 734.

27 Ridwan, Figih Perburuhan, him. 52.

2 Departemen Agama Rl, al-Qur'an dan Terjemahnya , him. 77,

2 « Abdusrahman al-Jazirl, Kitab al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba‘ah, hlm. 100,
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang beriaku dengan suka sema-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 30

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk melekukan perniagaan
dengan jalan saling rida. Apabila dikaitkan dengan akad jjarah hendaknya
dilekukan atas dasar adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang

bertransaksi.

2. Ijab Qabul
Dalam sebuah transaksi yang paling prinsip sebenarnya adalah kerclaan
(ridha) dari kedua belah pihak, sebagai artikulasi dari prinsip al-Qur'an, yakni
tidak merugikan dan dirugikan. Akan tetapi karena kerelaan merupakan
sesuatu yang abstrak dan tersembunyi didalam hati maka perlu diwujudkan
dalam bentuk sighat (ijdb gabuil) agar tidak terjadi kesalahfahaman,!

Jjab merupakan ungkapan menyewakan dan gabu/ merupakan
persetujuan terhadap sewa menyewa.32 Prinsip dasar jjab gabul adalah
pernyataan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan akad, baik
dinyatakan secara lisan maupun tulisan. fjab qabu/ dalam sebuah transaksi
termasuk sewa men.yewa merupakan perlambang dari pernyataan persetujuan
para pihak yang terlibat dalam transaksi. Prinsip dasar [jab gabul dinyatakan

dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29.

* Departemen Agama R, al-Qur'an dan Terjemahnya, him. 83.
z; Abdul Jalil, Teologi Buruh (Yogyakarta” LKiS, 2008), him. 135,
* *Abdul “Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Isiam, Jilid 2, Cet. | (Jakarta: Ichti
Van Hoeve, 1996), him.660. ¢ chtiar Bary
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3. Upah (Ujrah)

Upah ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan dua belah pihak yaitu
mu'jir dan musta’jir, baik baik jumlah maupun cara pembayarannya.*>

4. Nilai Manfaat dari objek ijarafi harus diketahui secara sempurna schingga
dapat mencegah terjadinya persengke:taan.34

Adapun syarat-syarat {jarah adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad ijarak.”
kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad ijarak merupakan
indikator bahwa mereka melakukan akad tersebut tidak dalam tekanan dan

‘mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakan hukura. Jika salah satu
dari keduanya dipaksa untuk melakukan penyewaan, maka akadnya tidak sah.

2. Mengetahu secara sempurna manfaat sesuatu yang diakadkan sehingga dapat
mencegah terjadinya persengketaan. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh
dengan beberapa hal; pertama dengan melihat benda yang ingin disewa atau
dengan mendeskripsikannya. Kedua dengan menjelaskan masa penyewaan.
Seperti penyewaan dalam waktu sebulan atau setahun. Ketiga dengan
menjelaskan pekerjaan yang diinginkan.*® Ketiga hal tersebut diatas
dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis sehingga mempunyai kekuatan

hukum yang jelas.

3 Muhammad Isma“il Yusanto dan Muhammad Karebet Widiai
; ljajakusuma, M,
Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), him, 130. ¢Iegagas
3 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Jilid 3, hlm. 200.
35 :
Ibid,.
3 bid,.
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. Barang/pekerjaan yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna

i 37

dan secara syar’i.”’ Untuk itu menyewakan rumah untuk sesuatu yang

melanggar syar’i adalah dilarang sehingga bila terjadi akad, maka akad
tersebut menjadi batal. Contohnya menyewakan rumah untuk tempat berjudi
atan tempat prostitusi®® Demikian juga tidak sah akad sewa menyewa
terhadap pekerjaan yang dilarang oleh agama seperti untuk tujuan maksiat.*®
Sedangkan dalam kaidalh figh dinyatakan “sewa menyewa dalam masalah
maksiat tidak boleh”.

. Objek jjarsh itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung serta
tidak bercacat. Oleh sebab itu ulama figih sepakat mengatakan bahwa tidak
boleh menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan
secara langsung oleh penyewa. Misalnya apabila seseorang rnenyewa rumah
‘maka rumah itu bisa langsung dimanfaatkan oleh penyewa, apabila rumah itu
masih berada ditangan orang lain maka akad fjarah hanya berlaku sejak
rumah jtu bisa diterima dan ditempati oleh penyewa kedua, *°

Demikian juga tidak boleh menyewakan binatang yang lepas yang tidak bisa
diserahkan,"! atau menyewakan tanah yang tidak bisa ditanami karena tidak
adanya manfaat yang menjadi objek akad.*?

. Manfaat yang diakadkan bukan sesuatu yang wajib.‘”Misalnya menyewa

orang untuk melaksanakan salat untuk diri penyewa, dan menyewa orang

7 Ibid,.

3 M. ‘Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, him. 233,

* « Abdurrahman al-Jaziri, Kitdb al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba‘sh, him. 100,
“ « Abdul * Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 661,

¢! « Abdurrahman al-Jaziri, Kitdb al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba‘ah, hlm. 100
2 Qayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Jilid 3, him. 201.
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yang belum naik haji untuk menggantikan haji penyewa. Ulama figih sepakat
menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah karena salat dan haji
merupékan kewajiban bagi orang-orang yang disewa.44

. Imbalan/upah haruslah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak,* upah
ditetapkan dengan mendasarkan pada prinsip pemerataan kepada semua
mahluk, yaitu tidak menganiaya dan dianiaya, hal ini tercantum dalam surat
al-Bagarah ayat 279 yang berbunyi:

G 2t 27
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Artinya: “(Keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan
orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat
kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa
mereka. dan Allah sangat keras siksa-Nya.*®

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk
bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka sehingga tidak terjadi
iindakan aniaya terhadap orang lain, juga tidak merugikan kepentingannya
sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja berarti mereka tidak dibayar secara
adil atau bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tidak mereka peroleh,

Sedangkan penganiayaan terhadap majikan berarti mereka dipaksa oleh

kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi kemampuan

.mereka.

 « Abdurrahman al-Jazifi, Kitab al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba‘ah, him. 100
“ Abdul ‘Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, him.661 .

** Hendi Suhendi, Figih Mu'imalah (Raja Grafindo Persada, 2002), him. 118,
% Departemen Agama R, al-Qur'an dan Terjemabnya, him. 47,
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Pekerja memperoleh upah sesuai dengan sumbangsihnya dalam
produksi, sementara majikan juga harus menerima keuntungannya sesuai
dengan modal dan sumbangsihnya terhadap produksi. Dengan demikian

setiap orang memperoleh bagiannya dan tidak ada pihak yang dirugikan.*’

C. Macam-Macam Jjarahh dan Berakhirnya ljarah

Akad ijarah dilibat dari objeknya terbagai menjadi dua, yaitu:

. Ijarah yarg bersifat manfaat, seperti akad sewa-menyewa rumah, toko,

kendaraan, pakaian dan sebagainya. Islam membolehkan menjslankan akad

sewa menyewa manfaat terhadap perkara yang sifatnya mubah, sedangkan
sewa menyewa manfaat terhadap perkara yang diharamkan para ulama

sepakat tidak membolehkannya, seperti mengambil upah atas pemanfaatan

mayat dan darah.”

. Yjarak yang bersifat pekerjaan adalah akad untuk memperkerjakan seseorang

untuk melakukan suatu pekerjaan yang diketahui, sperti buruh bangunan,
tukang jahit, dan tukang sepatu.” Dalam kajian penelitian ini penulis lebih
menitikberatkan pada ijaralr yang bersifat pekerjaan, khususnya yang

berhubungan dengan masalah perburuhan dan hubungan hukum antara buruh

dan majikan.

I Afzalur-rahman, Doktrin Ekoromi Islam, Jilid 2, Terj. Soeroyo dan Nastangin

(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), him. 362-365.

48 yahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamf wa Adillatub, alm. 759.
4 Ibid., him. 766.
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Mucam-Macam Buruh:

I.

Buruh khusus (khas) yaitu pekerja/buruh yang diupah untuk bekerja selama
jangka waktu tertentu. Apabila masanya tidak diketahui maka pengupahan
tidak sah. Masing-masing dari pekerja dan majikan boleh membatalkan
kontrak kapan saja dia menghendaki. Apabila pekerja telah menyerahkan
dirinya kepada pengupah selama waktu tertentu maka pekerja tidak berhak
mendapatkan selain upah yang wajar atas waktu yang didalamnya dia telah
bekerja.so Selama masa yang disepakati dalam akad pekerja Xhusus tidak
boleh bekerja untuk selain pengupah. Apabila dia bekerja untuk selain
pengupah selama masa ini maka upahnya dikurangi sesuai dengan kadar
pekerjaannya.

Pekerja khusus berhak mendapatkan upah setelah ia melakukan
pekerjaan vang untuknya dia diupah, dan tetap berhak mendapatkan upah
penuh meskipmi pengupah membatalkan pengupahan sebelum masa yang
disepakati dalam akad habis, selama tidak ada uzur yang mengharuskan
pembatalannya, misalnya pekerja tidak mampu bekerja atan terserang
penyakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaannya.
Apabila ada uzur seperti cacat dan ketidakmampuan, lalu pengurah
membatalkan pengupahan maka pekerja tidak mendapatkan selain atas waktu

yang didalamnya ia bekerja, pengupah tidak wajib membayarkan upah

% Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, hlm. 708.
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penuh.’’ Dalam hal buruh khas tidak ada risiko pekerjaan untuk

menanggungnya.*>

. Pekerja Umum (musytarik) adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu
orang dan mereka semuanya memiliki bagian yang sama delam mengambil
manfaat darinya, seperti tukang celup, tukang jahit, tukang besi, tukang kayu
dan tukang setrika. Orang yang mengupahnya tidak boleh menghalanginya
.untuk bekerja pada orung lain, dan ia tidak berhak mendapatkan upah kecuali
setelah mengerjakan pekerjaannya.*

Buruh umum kalau melakukan kesalahan atas pekerjaannya, maka
konsep pertanggungjawabannya kemungkinan ada tiga hal. Pertama, kalau
kerusakan itu terjadi karena tindakan pelanggaran yang dilakukan sendiri
maka ia wajib menggantinya/menanggung risikonya. Kedua, kalau kerusakan
itu akibat sesuatu yang bherada diluar dirinya, seperti kebakaran,atau
kebanjiran maka tidak ada kewajiban menanggungnya. Ketiga, kalau
kerusakan itu karena hal lain diluar dirinya, seperti baju jahitan dimakan tikus
maka men@t Abi Yusuf Muhammad dari mazhab Maliki waj'b
menanggung risiko sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ibn Hazm, buruh
umum tidak wajib mengganti barang yang rusak apabila kemsakan itu
bukanlah faktor human eror yang disengaja. Dalam pandangan Ahmad ibn
Hambal tidak wajib menanggung risiko seorang pekerja yang me rusak barang

jika tidak ada unsur kelalaian kerja.**

51 1bid., him. 708-709.

52 Ridwan, Figih Perburuhan, him. 58.

53 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, him. 709,
54 Ridwan, Figih Perburuhan, hlm, 58-59.
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Berakhirnya Akad Ijarah

Penyewaan adalah akad yang mengikat, kedua belah pihak tidak berhak

membatalkannya karena ia adalah akad tukar menukar, kecuali apabila ada

sesuatu yang mengharuskan pembatalan. Akad ijarak akan berakhir bila terjadi

hal-hal sebagai berikut:

1.

b2

Tetjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.>
Kerusakan barang bukan dari si pemilik, namun berasal dari kelalaian
penyewa dalam menggunakan barang,.

Rusaknya barang sewaan yang ditentukan, seperti rumah yang ditentukan
atau barang yang ditentukan.*

Rusaknya sesuatu yang diupahkan. Seperti kain yang diupahkan untuk dijahit
karena apa yang diakadkan tidak mungkin ditunaikan setelah kerusakannya.’?
Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhimya masa yang telah
disepakati, dan selesainya pekerjaan.”® Apabila yang disewakan itu rumah
maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa
itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini
disepakati oleh seluruh ulama figih.>

Adanya uzur, adanya suatu halangan yang menyebabkan tidak dapat
terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya. Ulama berbeda pendapat
dalam penentuan uzur ini. Menurut ulama mazhab Hanafi wafatnya salah

seorang yang berakad menyebabkan batalnya akad ijorah, karena akad farah

%% Hendi Suhendi, Figiit Mu ‘Gmalab, him. 122,

% Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, him, 210,

57 thid,.

% Hendi Suhendi, Figih Mu‘dmalah, him. 122,

3« Abdul ‘Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, him.663.
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| menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumbur ulama,
akad {jarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena
manfaat, menurut mereka bisa diwariskan dan ijdrak yang sama dengan jual
beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

6. Pembatalan akad menurut ulama mazhab Hanafi yaitu apabila ada uzur dari

salah satu piilak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait
hutang yang banyak, juga karena salah satu pihak jatuh pailit dan berpindah
tempatnya penyewa. maka akad {drah menjadi batal. Akan tetapi menurut
Jumhur ulama, uzur yang bisa membatalkan akad #jdrah tersebut hanyalah
apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad ity

hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

D. Perjanjian Kerja dalam Akad Jjarah
1. Hak dan Kewajiban Buruh-Majikan

Perjanjian dalam hukum Islam disebut akad. Kata akad berasal dari kata
al-‘agad yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (ar-
rabt), menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan qabu{ sebagai
pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat
hukum pada objeknya.®! Tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju
dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad, Tujuan
yang hendak diwujudkan dalam akad iarah ialah melakukan pekerjaan yaity

pemindahan hak milik atas manfaat dengan imbalan.

% rbid,.

' Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi lentang Teori Akad dalam Figih
My ‘amalat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), him. 68. :

i
I
1
1
i
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Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila
maksud para pihak dalam akad ijaral adalah pemindahan milik atas manfaat
dengan imbalan yang diberikan oleh majikan, maka terjadinya perpindahan

‘milik tersebut merupakan akibat hukum akad sewa menyewa. Akibat hukum
ini disebut dengan hukum akad.

Untuk merealisasikan hukum akad maka para pihak memikul beberapa
kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain, misalnya dalam akad
jjarah pekerja berkewajiban memberikan jasanya untuk bekeja yang
merupakan hak majikan, dan majikan berkewajiban memberikan upah yang
merupakan hak pekelja.f’z

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang saling timbal balik dalam
suatu transaksi, hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak yang
lain, begitu jﬁga sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi
pihak yang lain, keduanya saling berhadapan dan diakui dalarn hukum Islam.
Secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang harus kita terima,
sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan/laksanakan,©®

Bila suatu akad yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan
syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib
melaksanakan prestasi yang timbul darinya.** Kewajiban memenuhi akad inj
mendapat penegasan kuat baik didalam ayat-ayat al-quran, hadis Nabi SAW

maupun dalam kaidah figih dan gaul ulama.

S Ibid., him. 69-70.
% Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta; Kencana, 2005)

him.37.
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, him. 313.
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Ulama fikih telah sepakat bahwa sumber/sebab hak adalah syara’,
namun adakalanya syara’ menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa
sebab, contohnya perintah melaksanakan barbagai ibadah, dan ada kalanya

melalui sebab misalnya sebuah perkawinan yang dapat menimbulkan hak dan

kewajiban diantaranya. Ulama figih menetapkan bahwa yang dimaksud

dengan sebab dan penyebab disini adalah sebab-sebab langsung yang berasal

dari syara‘ atau diakui oleh syara’, atas dasar itu menurut ulama fiqih sumber

hak ada 5 (lima):

‘a. Syara’, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan.

b. Akad, seperti akad jual beli, hibah dan wakaf dalam pemindahan hak
milik.

c. Kehendak pribadi, seperti nazar/janji.

d. Perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang orang lain.

e. Perbuatan yang menimbulkan mudarat bagi orang lain seperti
mewajibkan sescorang membayar ganti rugi akibat kelalajan
menggunakan milik seseorang.®

Sebagai‘konsekuensi logis dari adanya bak, maka akan lahir dua hal
yaitu perlindungan dan penggunaan hak. Perlindungan hak dalam Islam
merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Untuk menjamin
terpenuhinya hak, diperlukan kekuasaan untuk melindungi dan menjamin

ditunaikannya hak. Sedangkan dalam hal penggunaan hak, prinsipnya Islam

% Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, him. 74.
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memberikan kebebasan bagi setiap pemilik harta sepanjang tidak
mengganggu kepentingan orang lain.

Sedangkan pemahaman kewajiban dalam pengertian akibat hukum dari
suatu akad yang biasa diistilahkan sebagai ilfizam, merupakan keharusan
pihak lain untuk berbuat, memberi sesuatu, melakukan sesuatu perbuatan atau
tidak berbuat sesuatu.®

Relasi yang harmoni antara buruh dan majikan akan tercipta manakala
kedua belah pihak memegangi komitmen hak dan kewajiban mereka secara
konsekuen sebagaimana yang telah discpakati dalam perjanjian. Dalam Islam
memenuhi janji adalah wajib hukumnya sebaliknya mengingkari janji adalah

.khiyanat dan khiyanat bagian dari perilaku orang munafik yang harus
dihindari.

Kewajiban untuk memenuhi janji disebutkan dalam al-quran surat al-

Isra' ayat 34 yang berbunyi:

- oL
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Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya.*’

Tentang hak dan kewajiban antara buruh dan majikan berkaitan dengan
kedudukan dan fungsinya masing-masing secara jelas dapat dilihat dalam
hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:
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% fbid., him. 78.
¢7 Departemen Agama R, al-Qur'an dan Terjemahnya , him. 285.




39

"’J:D’O/GOIJOOtJI ar 0 ‘. - a5, -
o o L) A 6 JyRs ) Jaf e ¢ J= <5
o Ao Y. - ‘. v S0 0der Yose o . . e B
o D 5 i 06 g S 14 TS ) e Gl
LI LV

68 5’1:,'.0.00»0”’/ e .
(o) o g)) 428 B J g fems STy ;‘chgﬁyf

Artinya: “Dari Nafi ibn Umar dari Nabi SAW sesungguhnya beliau
bersabda: setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin
akan dimintai pertanggungjiawaban dari yang dipimpinnya.
Seorang amir adalah Pemimpin masyarakat dan ia akan
dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Seorang
laki-laki (suami) adalah pemimpin keluarganya dan ia akan
dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Seorang
perempuan (istri) adalah pemimpin di rumah suami dan anak-
anaknya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya. ~ Seorang  budak  (pembantu) adalah
pemimpin/bertanggungjawab atas harta majikannya dan ia akan
dimintai pertanggungiawaban atas kepemimpinannya. Dan
ingatlah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan akan
dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya.

Hadis ini menggambarkan relasi manuqia sesuai dengan
kedudukannya masing-masing dan harus bertanggungjawab terhadap
wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Kesadaran melaksanakan
tanggungjawab merupakan bagian dari kesadaran akan amanat yang
diembannya. Jika kesadaran seperti ini melekat pada setiap individu yang
berada dalam sistem relasi ini, maka akan melahirkan pola relasi yang
harmoni, karena memelihara sistem jalinan yang bertanggungjawab
merupakan bagian dari tanggungjawab spiritual sebagai implementasi
perintah agama.

Berkaitan dengan tanggungjawab kerja dalam relasi buruh dan majikan,

dalam Islam seorang buruh mempunyai hak sebagai berikut:

o8 [mam Abi Zakaria Yahya ibn Syarif an-Nawawi, Sakii Musiim, Jilid 6 (Bairut: Dar gl-
Fih, tt)g hlm. 168-
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a. Hak mex;gembangkan kompetensinya;

b. Hak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya;

¢. Hak mendapatkan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan;
d. Hak mendapatkan waktu istirahat;

e. Hak mendapatkan penghidupan yang layak;

f Hak mendirikan dan menjadi anggota serikat buruh;

g Hak melakukan mogok kerja.®
Ttulah hak para pekerja/buruh dalam konsepsi Islam yang harus

diberikan oleh para majikan, akan tetapi hak para pekerja/buruh tersebut
tentunya baru bisa diberikan jika mereka sudah melaksanakan
kewajibannya secara baik dan sesuai dengan petjanjian kerja yang sudah
disepakati.

Adapun kewaj iban-kewaj iban buruh adalah:

1) Bertanggungjawab penuh atas pekerjaan sesuai dengan kontrak
kerjanya.m Seorang buruh wajib melaksanakan tugas sesuai dengan
kontrak kerja yang disepakati bersama, sebab hal itu merupakan bagian
dari amanat yang harus dilaksanakan.

2) Disiplin dalam Kerja"
Seorang buruh harus bersikap disiplin, tidak s;embrono, dan harus
memanfaatkan waktu secara efektif. Bagi seorang muslim sikap disiplin

merupakan bagian dari tanggungjawab agama.

6 Abdul Jalil, Teologi Buruh, him. 150-158.

™ tpid,, him. 159.
M 1bid., him.160.
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2. Elemen Pokok dalam Perjanjian Ke=rja

Perjanjian merupakan upaya untuk menentukan apa yang menjadi
maksud bersama para pihak. Hal ini terjadi karena perjanjian itu tidak lain
dari kesepakatan para pihak yang terlibat didalamnya, bukan kehendak salah
satu pihak yang tidak bertemu dengan kehendak pihak lain. Ini sejalan
dengan kajdah hukum Isilam yang berbunyi “pada asasnya akad itu adalah
kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah ape yang mereka
tetapkan atas diri mereka melalui janji”.”” Janji ini mengikat orang yang
menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti firman Allah

SWT dalam surat ali ‘Imran ayat 76 yang berbunyi:

ST ol BT 15 T3 conrgsy Bl o s

Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang

dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertakwa”. ”

Perjanjian kerja termasuk fakta hukum bagi pihak yang terlibat dalam
sebuah transaksi akad, yang sekaligus sebagai referensi dalam melaksanakan
hak dan kewajiban masing-masing pihak selama melakukan kerjasama baik
dibidang permodalan maupun jasa. Kegiatan pencatatan dalam kerjasama
menjadi sesuatu keharusan bagi para pihak, hal ini sesuai dengan firman

Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 282 berbunyi:

9,&, L * ,;
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2 Syamsul Anwar, Hukum Perjanfian Syari'ah, him. 302,
7 Departemen Agama R1, ali-Qur'an dan Terjemahnya , him. 59.-
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Artinya: "Hai orang-orang yang b_ériman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara funai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar”. 7

Allah SWT menganjurkan kepada manusia, hendaknya suatu perikatan
dilakukan secara tertulis,”” Pencatatan perikatan dimaksudkan sebagai
tindakan preventif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya
pelanggaran maupun penyelewengan terhadap perjanjian yang telah
disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat.

Cakupan isi akad merupakan interprestasi dari kehendak dan
kesepakatan para pihak dalam melakukan perjanjian kerja. Cakupan prestasi
vang menjadi hak salah satu pihak dan menjadi kewajiban bagi pihak lain
adalah akibat hukum yang timbul dari suatu akad.” Perjanjian sebagai sebuah
kesepakatan yang dilahirkan oleh para pihak, mempunyai elemen pokok yang
termuat dalam perjanjian diantaranya:

a. Bentuk kerja

Pekerjaan yang akan dilakukan harus dijelaskan sedemikian rupa dalam
petjanjian, sc_hingga tidak menimbulkan persengketaan yang
menimbulkan akadnya fasid.” Pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang
dilarang oleh syara“ Jika pekerjaan yang menjadi objek sewa menyewa
adalah pekerjaan yang dilarang oleh syara’, maka menyebabkan

perjanjian tersebut tidak sah.™

™ Ibid., him. 48.

75 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan islam di Indonesia, him. 37.

% gyamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‘ah, him. 309.

7 Ibid., him. 204.

7 « A pdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba‘ah, bim. 100.
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b. Waktu kerja
Transaksi kontrak kerja dalam Islam sangat memperhatikan masaiah
waktu. Waktu kerja delam dunia kerja menjadi faktor penting karena
terkait erat dengan jangka waktu' penyelesaian suatu pekerjaan,
pemanfaatan jasa, upah pekerjaan dan juga menandai berakhirnya suatu

perjanjian kerja.

. Upah Kenja
Upah kerja menjadi salah satu unsur yang harus tercantum dalam
perjanjian kerja terkait dengan upah yang harus diberikan oleh majikan
terhadap pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Upah dalam
Islam ditetapkan berdasarkan besar kecilnya manfaat yang telah mereka

sumbangkan terhadap proses produksi.

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana upah yang
diberikan oleh majikan kepada kaum buruh dianggap sebagai biaya yang
harus disgsuaikan dengan produktifitas yang dihasilkan, schingga nilai
buruh yang rendah dinilai oleh pengusaha sebagai hal yang baik karena

akan mendatangkan hasil yang maksimal.”

3. Etika Buruh Dan Maj ikan

Etika menurut Issa Rafiq Beekun sebagaimana yang dikutip oleh
Muhammad merupakan seperangkat prinsip moral yang memb:dakan yang

baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena

7 < Abdul Jalil, Teologi Buruh, him.




ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh

seorang individu.

Istilah yang paling dekat yang berhubungan dengan etika didalam
al-Quran adalah khuliig, al-khulug berasal dari kata das:ar khaluga khulugan
yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatrian, dan keprawiraan. %0

Sistemn etika Islam berbeda dengan sistem etika sekuler dan dari ajaran
moral yang diyakini oleh agama-agama lain. Sistem etika sckuler
‘mengansumsikan ajaran moral sebagai ajaran yang bersifat sementara dan
berubah-rubah karena didasarkan pada. nilai-nilai yang diyakini para
pencetusnya. Sebaliknya sistem etika Islam mel;ekankan hubungan antara
manusia dengan sang pencipta, dengan ajaran moralnya yang tidak terikat
‘waktu, dan tidak dipengaruhi oleh perilaku manusia,®!

Pekerja dalam ekonomi konvensional ditempatkan sebagai salah satu
dari faktor produksi dari empat faktor produksi yang lainnya antara lain
sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi yang digunakan.®?

Lebih dari itu tingkat produksi selalu dihubungkan antara barang modal

(capital) dan tenaga kerja.”

Pola hubungan buruh dan majikan dalam ekonomi konvensional
ditempatkan dalam dua ranah yang berbeda. Majikan adalah pihak yang

menguasai faktor-faktor produksi, sementara pekerja adalah faktor produksi

8 NMuhammad, Etika Bisnis Islam (Y ogyakarta: AMP YKPN, 2004), him. 38
" fpid, him, 41 '
82 Qadono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Cet. 20 (Jakarta: Rajawali Press

2004), him. 192. .
%3 pratama Raharja Mandala Manurung, Pengantar limu Ekonomi, Mikro Ekonomi, Makro

Fhonomi (Jakaria: FEUL, 2004), him. 87.
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yang berfungsi melakukan proses produksi. Ketidak seimbangan ini berimbas
pada perbedaan perlakuan yang akhirnya mempengaruhi sikap dun perilaku
kedua belah pihak.

Pendekatan Islam terhadap etika dalam relasi bisnis berkisar pada satu
nilai tunggal yaitu keadilan. Suatu keputusan dan tindakar disebut etis
apabila bisa menjamin pembagian kekayaan, keuntungan dan kerugian secara
adil. Terdapat lima prinsip yang dapat dipergunake;n untuk menjamin
pembagian keuntungan dan kerugian secara adil:

a. Setiap orang mendapatkan pembagian yang sama;

b. Setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan masing-
masing;

¢. Setiap orang mendapat bagian yang seshai usaha masing-masing;

d. Setiap orang mendapat bagian sesuai kontribusi masing-masing;

e. Setiap orang mendapat bagian yang sesuai dengan jasanya.M

Dalam kaitannya dengan etika relasi buruh dan majikan, Islam telah
memberikan panduan yang jelas dan humanis, diantara etika relasi tersebut
adalah:

1) Prinsip kesetaraan (musawah)®® dan keadilan (‘adalah)®®
Prinsip kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan
yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang saling

membutuhkan, Majikan sebagai orang yang memiliki dana dan

84 nfuhammad, Efika Bisnis Islam, hlm. 47.
8 amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta:

Gema [nsani Press, 1996), him. 102.

% rbid., him. 94.
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membutuhkan kerja manusia, sementara pekerja adalah pemilik tenaga
yang memerlukan dana, keduanya saling membutuhkan, karenanya harus
diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan tugasnya dengan
baik dan mendapatkan bagiannya secara benar. Allah SWT berfirman

dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang puling
tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maiia mengetahui
lagi Maha Mengenal” .

Dalam ayat ini disebutkan bahwa semua manusia mempunyai
kedudukan yang sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah
tingkat ketagwaannya. Kaitannya dengan hubungan kerja, bahwa majikan
dan buruh hendaknya mendapatkan bagiannya sesuai dengan perannya
masing-masing dalam proses produksi.

Konsep kesetaraan dan keadilan semestinya mengantarkan majikan
dan pekerja pada tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan
pekerja adalah upah yang memadai dan kesejahteraan, sedangkan tujuan
dari majikan adalsh berkembangnya usaha. Tujuan kedua belah pihak ini
dapat terwujud manakala kedua belah pihak menjalankan tugas dan

kewajibannya dengan baik.

¥ Departemen Agama Rl, al-Qur‘an dan Terjemahnya, him. 517.
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2) Memperlakukan buruhnya sebagaimana memperlakukan dirinya sendir,
baik dalam hal kelayakan pakaian, makanan, maupun tempat tinggal, dan
tidak memberikan beban melebihi kemampuan pekerjanya. %
Prinsip ini membangun pola hubungan 3;ang sinergis antara buruh dan
majikan. Buruh tidak dianggap sebagai objek melainkan subyek dari
suatu proses .produksi yang berkaitan satu sama lain. Dengan
memperlakukan buruh sebagai saudara akan melahirkan ikatan emosional
yang tidak dibatasi sekat struktural formal sehingga melahirkan sikap
keterbukaan dan tanggungjawab terhadap pekerjaan yang diamanahkan
oleh pihak majikan kepadanya.

Berkaitan dengan prinsip persaudaraan Rasulullah SAW telah

memberikan garis bagaimana prinsip ini harus dibangun, dalam sebuah
hadis dinyatakan:
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* Dari Al-‘Amasy dari maraf dan Ma‘rur berkata sa
na yva bert
dengan Abu Zar dengan rubdah dengan memakai pakaian 3:::
pembantunya juga memakai pakaian yang sama. Kemudian
seorang bertanya kepada Abu Zar, seandainya enghkay

Artinya:

88 Abdullah Shonhaji dkk, Tarjamah Sunan ibnmu Majah, lilid 4 (Semarang: CV. as
y-

Syifa, 1993), him. 420-421.

89 Al-lmam Abi*Abdilah Mukammad ibn Isma"il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn

Bardizbah al- Bukhari al-Tu'fi, Sahih al-Bukhari, Juz 4, him. 112.
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mengambil pakaian ini dari pembantumu maka engkau akan
memakai baju rangkap dan engkau bisa memakaikan kepada
pembantumu dengan pakaian yang lain, maka Abu Zar bekata
sesungguhnya Rasulullah berkata™ bahwa para pembantu
(buruh) adalah saudara kamu sekalian, Allah menjadikan
mereka dibawah kekuasaanmu, maka apabila ia betul-betul
berada dibawah kekuasaan kamu sekalian maka berilah
makanan seperti yang kamu makan, berilah pakaian seperti
yang kamu pakai dan janganlah kamu memberi pekerjaan
-yang mereka tidak mampu mengerjkannya. (HR Buhari). ¢

Pesan yang ingin disampaikan dalam hadis ini berkaitan dengan
relasi buruh dan majikan adalah semangat keseimbangan (equality),
dengan menempatkan buruh selayaknya saudara sendiri tidak membeda-
bedakan dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan status sosial, serta
memberikan i:)eketjaan yang sesuai dengan kemampuan pekerja.

Tidak boleh me;ngeksploitasi tenaga kerja dan waktunya sehingga tidak
bisa berkumpul dengan keluarganya.

Burvh merupakan mahiuk sosial yang perlu berinteraksi dengan
keluarga dan anggota masyarakat yang lainnya, untuk itu Islam melarang
para majikan untuk mengasingkan buruh dari keluarganya karena hal
tersebut merupakan perampasan hak dasar sekaligus kebutuhan bagi
pekerja sebagai mahluk sosial. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah

yang berbunyi:
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% abdullah Shonhaji dkk, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid 4 | him, 420-421.
91 Muhammad ibn Yazid Abi ‘Abdillah al-Quzwaini, Sunan Abi Dawud, Juz 2 (Bairiit:

Dar al-Fikr, t.t), hlm. 254.




4)

49

Artinya:“Dari  Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW
bukanlah termasuk golonganku seorang yang mengasingkan
seorang perempuan dari keluarganya atau mengasingkan budak
dari pemililknya” (HR Abu Dawud).”

Dalam hadis ini digambarkan tentang tentang larangan untuk
menjauhkan seorang pekerja dari kelvarganya, ketentuan ini berkaitan
dengan prinsip kebebasan dan hak-hak buruh untuk berkumpul dengan
keluarganya, berinteraksi sosial dengan masyarakat yang ada

disekelilingnya, sekaligus sebagai bentuk legitimasi perlindungan

terhadap buruh sebagai kelompok masyarakat yang lemah dan

dilemahkan (mustad'afin).
Tidak melakukan kekerasan terhadap buruh.

Dalam kaitannya dengan pola hubungan buruh dan majikan, Islam
mengedepankan sikap yang humanis terhadap pekerja dengan tidak

melakukan kekerasan fisik terhadap pekerja. Dalam sebuah hadis

disebutkan:
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Artinya: * Dari Abu Mas'ud R4 dia berkata aku pernah memulul
pembantuku yang laki-laki, tiba-tiba aku mendengar suarq
dibelakangku, ketahuilah hai Abu Mas'ud sungguh Allah

92 pej Arifin dkk, Tarjamah Sunan Abi Daud, Jilid $ (Semarang: CV. asy-Syifa', 1593),

. 377 - .
i 9 Abj ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah, Sunan at- Tim:izi, Juz 4 (Qahirah; Dar al-

Hadis, 2605), him. 109.
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lebih berkuasa atasmu dari pada kamu atas pembantumuy,
lalu aku menoleh ternyata ia adalah Rasululiah SAW maka
aku berkata, Wahai Rasulullah saat ini juga dia
kumerdekakan karena Allah, lalu Rasulullah menjawab, jika
hal itu tidak engkau lakukan sungguh api neraka itu akan
mengenaimu atau api neraka ity akan menghanguskanmu”.

(HR Tirmizi).”*

Dalam hadis ini menunjukan bahwa Islam sangat memberikan
perlindungan terhadap kaum buruh, sebagai kelompok masyarakat yang
sering dilemahkan oleh pihak yang kuat dan tidak memiliki kedaulatan
yang penuh atas dirinya sendiri. Sehingga Rasulullah sendiri memberikan

sanksi terhadap majikan yang memperlakukan burvh dengan kasar untuk

memerdekakannya.

E. Tanggungjawab Negara Terhadap Masalah Ketenagakerjaan
Syari‘at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahaian hamba dalam
kehidupan dunia maupun akhirat,” dengan jalan mengambil (segala) yang
bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna
bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah
kemasiahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan
sosial.’® Dalam rahgka mewujudkan kemaslahatan di dunia dar akhirat, ada lima
unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tujuan hukum

Islam (al-magasid al-khamsah atau al-magasid as-syari‘ah) tersebut antara lain

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, Apabila kelima unsur ini

PR

94 « Abdutlah Shonhaji dkk, Sunan Tbru Majah, Jilid 4, him. 442.

9 yusuf al-Qardhawi, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam, Terj. Kathur Suhardi
(Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1999), him. 206,

% Mohammad Daud ‘AR, Hukum Islam Pengantar llmu Hukum dan Tata Hulum Islam d;
indonesia, Cet.6 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), him. 54. e
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dapat dijaga maka akan tercapai kemaslahatan, sebaliknya jika tidak dijaga maka
yang dirasakan adalah mafsadat.”’ Visi syari‘at Islam untuk mewujudkan
kemaslahatan dalam konteks sebuah negara diwujudkan melalui adanya
pemerintahan yang ditegakan atas dasar syariat Istam.”®

Tanggungjawab pemerintah dalam Islam bersifat umum dan menyeluruh

tanpa dibatasi apapun, Rasulullah bersabda:
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“ Dari Nafi ibn Umar dari Nubi SAW sesungguhnya beliau bersabau:
setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai
pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya.seorang amir adalah
Pemimpin masyarakatdan ia akan dimintai pertanggungjawaban dari

kepemimpinannya’.

Artinya:

Menurut al-Baqillani tugas dan tujuan pemerintah adalah untuk menegakan
hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan
penindasan, menghilangkan keresahan masyarakat, meratakan penghasilan
negara bagi rakyat, dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan

kepentingan umum berdasarkan syari‘at.'® Untuk itu apapun kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemimpin negara haruslah bertujuan  untuk mencapai

kemaslahatan bersama.

7 Fath nan Djamil, Filsafat Hukum lIsiam, Cet.3 (Jakarta: Logos Wacana llmy

1999), him. 125~ .
9 A Jazuli, Figih Sivasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambpy

Syari‘at (Jakarta: Prenada Media, 2003), him. 130.
9 [ma ibn Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, $ahih Mus/im hlm. [68.
10 gyyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Cet2 (Jakarta. PT

RajaGrafindo Persada, 1993), bim. 259.
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Untuk membantu pemimpin negara dalam meleksanakan tugas-tugasnya
mengatur umnat maka dibentukiah kementrian (wuzarak), diantaranya: lembaga
eksekutif (as-Sultah at-Tanfiziyah), lembaga legislatif (as-Sultah
at-Tasyri iyah), lembaga Yudikatif (as-Sultah al-Qadaiyah), bank sentral
(as-Suitah al-Mdliyah), dan lembaga konsultatif (as-Suifah al-Mugarabah),
dimana lembaga-lembaga tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin yang
mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. 1ot

Bila dicermati masalah ketenagakerjaan yang ada, berpangkal pada
permasalahan pokok yaitu upaya pemenuhanhkebutuhaﬁ hidup serta upaya
meningkatkan kesejahteraan hidup. Terjadinya kelangkaan lapangan kerja
menyebabkan sebagian anggota masyarakat menganggur dan ini berdampak pada
Ketidakmampuan mercka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjunnya
kalangan wanita dan anak-anak ke dunia ketenagakerjaan tidak lepas dari upaya

mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya

sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup.'®

Melihat kepada legalitas kepala negara (ulil amri) sebagai pengayom dan
penegak syari‘ah dalam kehidupan nyata, dikaitkan dengan masalah
ketenagakerjaan yang ada, maka kepala negara mempunyai kewenangan untuk
membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang kontrak kerja antara

pengusaha dan pekerja, kebijakan yang mengatur tentang penyelesaian

perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja, termasuk kebijakan yang

w0l A Jazuli, Figih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-ramby
Syari‘ak, him. 118-121.

102 gydy Setiyawan, Politik Perburuhan datam Istam (www.budysetiyawan blogspot.co

2009. diakses 23 Desember 2009).




mengatur tindak kezaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan
i pekerja) terhadap pihak lainnya. Kebijakan-kebijakan ini dimaksudkan agar

tercapai suatu kemaslahatan yang lebih baik dalam dunia industrial yaitu

kemasiahatan untuk pekerja dan pengusaha.

J Prinsip yang digunakan dalam mencapai kemaslahatan adalah menegakan

keadilan, Allah SWT berfirman dalam surat al-Hadid ayat 25 yang artinya:
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Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersan:a
mereka Al-kitab den neraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan, dan Kami ciptakan besi yang padanya
terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia
(supaya mereka mempergunakan besi itw) dan supaya Allal;

hui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya

mengela .
Padahal Allah "id,ﬂf dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi

Maha Perkasa ",

Berkaitan dengan ayat diatas, bahwa prinsip keadilan dalam konsep

ketenagakeljaan ditegakan untuk mewujudkan pola yang sinergi antara buruh dan

majikan sehingga dapat mencegah dan melarang praktik saling merugikan,

menzalimi dan membahayakan sesama mereka.

Termasuk kezaliman
bayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja diluar

pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka

yang tidak mem
kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara

Qur'an dan Terjemahnya , him. 541,
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semena-mena, termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja seperti hak untuk

menjalankan ibadah, dan hak untuk istirahat jika sakit. Adapun kezaliman yang

dilakukan pekerja terhadap pengusaba adalah jika pekerja tidak menunaikan
kewajiban yang menjadi hak pengusaha, seperti bekerja tidak sesuai jam kerja

yang ditentukan, melakukan perusakan terhadap aset milik pengusaha dan lain-

lain.

Untuk menjaga terlaksananya hak dan kewajiban buruh serta majikan,

pemerintah mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan untuk

rnengukuhkan komitmen yan
ritas pemerintah dalam hal ini merupakan karakter dasar dari sistem ekonomi

g mereka scpakafi dalam perjanjian kerjanya.

to

Islam yang tentunya berbed
emerintah untuk campur tangan pemerintah dalam maslah relasi

a dengan sistem ekonomi kapitalistik yang memberi

ruang pada p
baruh dan majikan. Dalam pandangan ekonomi kapitalistik, pasar adalah satu-
satunya alat untuk merealisasikan hasil yang terbaik, sedangkan campur tangan
ntah dalam teori kapitalistik hanya untuk memberikan terapi dalam

pemeri
kondisi sulit, bukan untuk menghindarinya. Selain itu juga memberlakukan

yang tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu

hukum-hukum
a, karena hukum itu diberlakukan agar tidak ada

gusgha maupu? peken)
pihak terhadap pihak lainnya.

pen

kezaliman satu
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KETENTUAN OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANGNO 13 TAHUN

2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Qutsourcing

1. Pengertian Outsourcing

Dalam pengerﬁan umum, istilah outsourcing diartikan sebagai “contract
(work) out”, 'yang bermaksud “kontrak kerja dengan pihak luar”, sementara
mengenai kontrak itu sendiri diartikan sebagai “an agreement bcrwee.n two or
more partie, especially one that is written and enforceable by law »2 yang
mengandung pengertian “perjanjian antara dua orang atau lebih yang dibuat
secara tertulis dan mendapat perlindungan hukum”. Oufsourcing juga
diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau
melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan melalui perusahaan

penyedia tenaga kerja.”

Beberapa pakar serta praktisi outsourcing dari Indonesia memberikan
definisi outsourcing sebagai alih daya, yaitu pendelegasian operasi dan
manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak lvar perusahaan
jasa outsourcing). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muzni Tambuzai,
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja

dan Transmigrasi yang mendefinisikan pengertian oufsourcing sebagai

\ Kamus on line, http://kamus.landak.com, diakses 09 Maret 2010.
2 william Motris, The Grolier international Dictionary, vol. | (USA: Houghton Mifflin

Company, 1981), him. 289.

3 K amus Hukum (Bandung: Citra Umbara Bandung, 2008), him. 286.
4 Chandra Suwondo, Outsourcing Implementasi di Indonesia, hlm. 2.
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memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan

yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut
. u

sebagai penerima pekel:jaan.5 Sedangkan outsourcing dalam Undang-Undang

No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diartikan sebagai pemborongan
pekerjaan atau penyediaan jasa tenaga kerja.® Dari beberapa definisi yang
dikemukakan diatas, terdapat persamazn dalam memandang outsourcing

yaitu terdapat penyerahan sebagian kegiatan perusahaan pada pihak lain

. Dasar Hukum Qutsourcing

Aturan tentang oulsourcing dalam Undang-Undang No.13 Tabun 2003

tentang Ketenagakerjaan terdapat dalam pasal 64, pasal 65, dan pasal 66

Pasal 64 adalah dasar dibolehkannya outsourcing. Dalam pasal 64 dinyatakan

bahwa: Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan

kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau

penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis,” Undang-Tndang

K etenagakerjaan membagi outsourcing menjadi dua bagian, yaitu

pemborongan pekerjaan, dan penyediaan jasa pekerja/burub.

Praktik outsourcing dalam pasal 65 Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan

persyaratan sebagai berikut:

_-_—__—.-__—._n——-—.—-—-—.-——-.— -
. pelaksanaan Qutsourcing (Alih Daya) Ditinjau dari Aspek Huk
um

an Tidak Mengaburkan Hubungan Industrial, (www.nakertrans.go.id, 29 Mei 2005

6 {ndang- Undarg No

? [bid,.




a. Penyerahan scbagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusah 1
aan lain

dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dib
1buat

secara tertulis.

Pemborongan pekerjaan merupakan persetujuan dengan
mana
nihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarak:
an

suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan d
engan

menerima suatu harga tertentu.?

Pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, harus memenuiii syarat-sy
-Syarat

sebagai berikut :
1) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

2) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi
ri

pekerjaan;
Hal ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang car
a

melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapk
pKan

oleh pcrusahaﬂn-9

3) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluuhan;

inya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukun.
Artin £

dan merperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan

perusahaﬂn pemberi pekerjaan.w

4) Tidak menghambat proses produksi secara langsung;

8 pekti dan R. Tjiptosudibio, Kitab Undang-Und,
R, Subext o ramita, 2003), him. 391- ang Hukum Perdata, Cet33

(Jakartzs K 'Ptu a:aMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 220/M
s ; 0

ep gian Pelaksanaan  Pekerjaan Paoda Egmofan“*ﬁﬂg

in,

30 funi 2008, diakses 10 Desember 2008).

Syarat-Syarat
www,indosdm.co
10 1bid, .
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|[ Kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila
h tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses
i pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya.''Semua
persyaratan diatas, bersifat komulatif sehingga apabila salah satu
syarat tidak terpenuhi, maka bagian pe¢kerjaan tersebut tidak dapat di-

outsource.

c. Perusahaan lain harus berbentuk badan hukum;
Badan hukum adalah badan atau perkumpulan orang-orang yang

dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum.”* Badan hukum

disebut juga sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa

sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni

manusia, yang dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, dan

memilili kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-

anggotanya.”
Ketentaan perusahaan lain harus berbadan hukum ini diperlukan

karena banyak perusahaan outsourcing yang tidak bertanggungjawab

terhadap hak-hak pekerja/buruh  sebagaimana mestinya sehingga

pekerja/buruh menjadi terlantar. Dalam hal perusahaan outsourcing tidak

berbadan hulkum, demi hukum hubungan kerja beralih ke perusahaan
pemberi kerja-

d. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pckerja/b ada

pemsahaan lain, sekurang-kurangnya sama dengan perliudungan kerja

-

1l d, . . .
12 Ig:marsono, Kamus Hukum, Cet.2 (Jakarta: PT. Rieneka Cipta; 1999), him. 41.
gantar Hmu Hulkum, Cet.5 (Jakarta: Sinar Grafika, 200?2), him. 227.

13 R. Soeroso, Pen
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dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai

dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.'*
Dalam pasal 64 ayat (4) ini mengakui adanya persamaan hak dan

perlakuan terhadap pekerja/buruh yang harus diberikan oleh Perusahaaa

Pengguna Jasa Ouisourcing.

Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat kerja, diatur lebth lanjut

dengan keputusan menteri.

Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, diatur dalam perjanjian

kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang

dipekerjakannya.

Perjanjian kerja tertulis tersebut sekurang-kurangnya memuat:

jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh, penegasan

tentang hubungan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan adalah antara

perusahaan penyedia jasa dengan pekerja atau buruh, sehingga

perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia

jasa pekelja/burllh, dan penegasan bahwa perusahan penyedia jasa
pek erja/buruh hanya menerima jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya terus
menerus saja.”’

Hubungan kerja dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak

tertentu  atav perjanjian kerja waktu tertentu  apabila memenuhi

o |3 Tahun %003 tentang Ketenagakerjaan, hlm 23,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 101/MEN/X/2004 Tentang Tata

15 K eputusan Menteri A :
inan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (www.dhm-patners net. 21 Juni 2004
November ’

2009).
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persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 (ayat tujuh)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja

dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Sedangkan Perjanjian

Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT), adalah perjanjian kerja antara

peke] a/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang

bersifat tetap. 16

Dalam hal ketentuan mengenai syarat-syarat pekerjaan yang diserahkan

pada perusahaan lain juga keharusan perusahan lain berbadan hukum

' tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh

dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan

kerja pekexjafburuh dengan perusahan pemberi pekerjaan.
Jika pekcrja/buruh. dipekerjakan untuk mengerjakan pekerjaan yang
merupakan pekerjaan pokok perusahaan, maka demi hukum
pekerjafburuh outsourcing ini harus diakui oleh pemberi kerja sebagai
pekerja tetapnya dan tidak dapat di dikriminasikan dengan pekerja tetap

Dalam hal hubungan kerja beralib ke perusahaan pemberi pekerjaan
maka hubungal kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai
rja sebagaimana dimaksud dalam ayat N1

dengan hubunga™ ke

cing Konsep dan Kasus, hlm. 45,

a Tungeal, Quisour tum Bagi
i, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing, him

hun 2003 tentang Ketenagakerjaan, him. 22-23

16 Amin widjaj
(7Gunarto Sub

16.
18 {jndang-Undér No 13 Ta
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Pasal 66 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 mengatur bahwa:

a. Pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh

e = e

digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau

kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali

untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan
proses produkst.

Kegiatan yang tidak berhubungan dengan proses produksi antara lain

pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh,

usaha tenaga pengaman atau satuan pengaman, usaha jasa penunjang di

pertambangan, dan perminyakan serta usaha penyedia angkutan
pekelja/bunlh.'g

b. Dalam ayat kedua disebutkan bahwa penyedia jasa peketja/buruh untuk

jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung

kegiatan
dengan proses produksi harus memenuhi syarat scbagai berikut:
. 1) Adanya hubungan kerja antara pekerja/burch  dan  perusahaan
penyedia jasa pekerjafburuh;

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan antara pengusaha

dengan pekerja/buﬂlh yang timbul dari perjanjian kerja, yang

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.?

2) Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana

dJimaksnd dalam huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu

memenllhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59

yang

Perburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 222
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, him. 4. '

19 Ardian Sutedi, Hukum !
20 Undang"U”da”g 013




dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat sccara

tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

3) Perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan
yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh;

4) Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan
perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal
sebagaimana dimaksud dalam Unciang—Undang ini.

. Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk u-saha yang berbadan
hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan. Instansi yang bertanggung jawab dibidang tenaga kerja
yaitu Dinas Tenaga Kerja.

_Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf
a, huruf b, dan huruf d, serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum

us hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa

stat
peker_ia/blﬂ"-lh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan

perusahiaan pemberi pekerjaan (ayat tiga).”

B. Jenis Pekerjaan yang di-Outsourcing

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 oufsourcing

dibolehkan hanya untuk kegiatan penunjang, dan kegiatan yang tidak

berhubungan langsung dengan proses produksi. Dalam penjelasan pasal 66

2 {ndang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hlm, 23-24.
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Undang-Undang Mo.13 Tahun 2003, disebutkan bahwa: "pada pekerjaan yang
berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan
langsung dengan  proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan

memperkerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau

perjanjian kerja waktu tidak tentu. Yang dimaksud dengan kegiatan penunjang

atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah

kegiatan yang berhubungan diluar usaha pokok (core business) suatu perusahaan.

Kegiatan tersehut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service),

usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman

(security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan

perminyakan, serta usana penyediaan angkutan pekerja/buruh.?
R. Djokopranoto dalam materi seminarnya sebagimana yang dikutip oleh
Mohamad Faiz menerangkan bahwa: "Dalam teks Undang-Undang No 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, disebut dan dibedakan antara usaha atau kegiatan

pokok dan kegiatan penunjang. Ada persamaan pokok antara bunyi Undang-

Undang tersebut dengan praktek industri, yaitu bahwa yang di-outsource

umumnya (tidak semuanya) adalah kegiatan penunjang (non core business),

sedangkan kegiatan pokok (core business) pada umumnya (tidak semuanya) tetap

dilakukan oleh perusahaan sendiri.”’ Sedangkan hal-hal yang tidak disarankan

untuk di-outsource menurut Chandra Suwondo contohnya adalah strategic

thinking yang merupakﬂll kekeyaan intelektual Perusahaan.??

2 ppid., bim. 88. , : '
5 pohamad Faiz, Outsourcing (Alih Daya) dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada

perusahaan (wwel.pan
24 chandra Suworn

mohamadfaiz.com, 2007, diakses 15 Juli 2008).
do, Outsourcing Implementasi di Indonesia, hlm. 16,
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Konsep dan pengertian usaha pokok (core business) dan kegiatan

penunjang (non core business) dalam penjelasan pasal 66 Undang-Undang No

13 Tzhun 2003, merupakan konsep yang berubah dan berkembang secara

dinamis. Alexander dan Young mengatakan bahwa ada empat nengertian yang

dihubungkan dengan core activity atau core business. Keempat pengertian itu

ialah :
a. Kegiatan yang secara tradisional dilakukan didalam perusahaan
b. Kegiatan yang bersifat kritis terhadap kinertja bisnis.

atan yang menciptakan keunggulan kompetitif baik sekarang maupun

c. Kegi
diwaktu yang akan datang.
d. Kegiatan yang akan mendorong pengembangan yang akan datang. inovasi,
atau peremajaan kembali.”*
Interpretasi kegiatan penunjang yang tercantum dalam penjelasar: Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 condong pada definisi yang pertama, dimana

hkan dengan aktivitas berupa pengontrakan biasa untuk

cutsourcing diconto
ghindarkan masalah tenaga Kerja. Outsourcing

memudahkan pekerjaal dan men
akukan unteX alasan-alasan yang strategis, yaitu

pada dunia modern dil

gulan gompetitif untuk menghadapi persaingan dalam rangl:a

mempcroleh keung
o pangs® pasar, menjamin  kelangsungan hidup dan
mempel‘tahmlk
perkembangan perusaha?t:
lan kompetitif im dapat dilihat pada

Outsourcing Vo meraih keunggy

.1 pesar di dunia seperti Nissan, Toyota dan Honda. Pada

T couring (Alih Daya) dan Foeelaan Temaga Ker
Outso 2007, diakses 15 Juli 2008). ga Kerja Pada

» Moharnad :;:Ini’h madfaiz.com
Perusahaan (WY

e

e

[




C.

—

65

awalnya dalam proses produksi mobil, core business-nya terdiri dari pemb
mouatan

desain, pembuatan suka cadang dan perakitan. Pada akhirnya yang menjadi
core

business hanyalah pembuatan desain mobil sementara pembuatan suku cad
cadang

dan perakitan diserahkan pada perusahaan lain'y
raih keunggulan kompetitif.*

ang lebih kompeten, sehingga

perusahaan mobil tersebut bis2 me
Dalam hal outsourcing yang berupa penyediaan pekerja, dapat dilihat pad
a

perkembangannya saat ini di Indonesia, perusahaan besar seperti Citibank banyak
. Y

melakukan outsource untuk tenaga-tenaga ahli, sehingga interpretasi outsource
tidak lagi hany2 sekadar untuk melakukan aktivitas-aktivitas penunjang seperti
yang didefinisikan dalam penjelasan Undang-Undang No.13 Tahun 2003. >

Sesuai dengan Kepmen No 220 Tahun 2004 tentang Syarat-syarat
Pelaksanaan Pekerjaan P

Penyerahan Sebagian
pekerjaannyd pada perusahaan lzin maka wajib membuat alur

pekerjaan, menectapkan jenis-jenis pekerjaan utama

ada Perusahaan lain, perusahaan

yang menyerahkan

kegiatan proses pelaksanaal
melaporkannya pada instansi yang

nunjangny serta

dan pekerjaan pe
enagakeljaan-zs

bertanggung jawaP dibidang ket

a dalam Outsourcing

Perjanjian Kerj
1 Kerja merupakan SV perjanjian antara pekerja dengan pemberi
memuat syarat-syarat ketja, hak dan kewajiban para pihak

Perjanji

i# Daya) dalam No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaa
[¢]

sourcing (A1 i
d 14 Oktober 2005, diakses 9 Desember

26 R.Djokoprz;::)atcz, I?" oo nakerrans. 0.0

(Perspektif Pers™s a
Transmigrasi No 220/MEN/X/2004 Tentang

20019).
) 277 i Tenagd Kerja dan
: Pelaksanaan Pekerjaan Pad
J a  Perusahaan Laig

1bid,. Mente
38 Keputusal ahan gebagian
SyaraL-Syaral penyé€ i 2008, Jiakses 10 Desember 2008).
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kerja itu terjadi hingga berakhimya hubungan kerja 2

mulai dari saat hubungan
al 1338 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian-perjanji
- jtan

Dalain pas
para pihak yang membuatnya.* I

yang dibuat hanya berlaku diantara

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja diatas, maka ada beberapa uns
ur

yang terdapat dalam perjanjian kerja, yaitu: . :

. .'I r

)

i

1. Adanya unsur pekexj:mn;Bl
rjanjian harus ada
sal 1603a KUHPerdata, buruh wajib melakukan

Dalam suatu pe€ pekerjaan yang diperjanjikan (obyek

). Sesua1 dengan p2

petjanjian
hanya dengan izin

majikan pekerja dapat menyuruh

sendiri pekerjaannya,
iaan tersebut.n |
!.

orang lain untuk melakukan peked
»

2. Adanya Unsur Perintah;3 3
Manifestasi dari peked??” yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha
adalah pekerja Yane persangkutat parus tunduk pada perintas pengusaha 2
untuk melakuka? pekerjadh sesuai dengan Yane diperjanjikan. i

i

dapat dibuat secara tegas, dan

4, Adanyaupab
penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja),

perant anan
seorang be l(clja

dan tujuan uta™?

adalah untuk memperoleh

Upah memegans
pada pcngusaha

Kontr rak, him. 3.
ang Hukum Perdata, him. 342.

— J’/ mﬂan
i Hak’h“k-](-wyxxrab Undang-U" ndat
onagake rjaan n Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo :
!

2991
Libertus Jeharh . ;udibio:
. R Tjitro> prne Ket
Hukum Perdata, hlm. 413. _

30 an K-
Subekti, 42 pon ganta’

, g-Unda 4

n Indonesd, him. 42.
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upah, sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut
111

bukan merupakar: ubungan kerja.

ak dan kewajiban pard piha.lc;34
clakukan pekerjaan,

5. Adanyah
sekaligus merupakan hak dari

Kewajiban buruh yaitt m
kerjaan tersebut, dan kewajiban majikan/pengusaha yaitu

pengusaha atas pe
ekaligus mergpakan hak dari si pekerja atas

membayar upah kepada pekerja s
upah.

janjian Kerja.

Syarat Sahnya Per)
. jian yang dibuat secara lisan atau tertulis antara

Pada dasarnya suatt per)
ah mengikat para
kewajiban bagi galah satu pihak atau lebih kepada pihak lain dalam perjanjian

telah orang-0rang terscbut menc
am oulsourcing juga tidak semata-mata hanya mendasarkan

pihak, dan karenanya telah melahirkan

dua orang atau lebih tel

1 35
tersebut, se apal kesepakatan.

Perjanjian dal
pasal 1338 KUH Perdata,

trak, sesuai dengan
peti anjian Yang dibuat secara sah berlaku sebagai

bahwa semU?
g membuatnya.

disebutkan
Snatu perjanjian ticak dapat

gl merck ya'n

a
an sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-

Undang-Undang b

ditarik kemball selain den&
alasan yang oleh Undaﬂg'Undang dinyataka® cukup untuk itu, dan perjanjian
barus dilaksanskan 4782 jikad baiks”
Sebagai bagi?® gari pejaien P _ 4 umumnya, maka perjanian kerja harus
memenuhi § arat sabny? perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320
: S dyun , e hh‘:‘k f:sk_ pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Cet. 3
akarta ”PTenRiln ;/c[ ﬁlptlazlir?%l)"“ Wldjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (akarta:
Kartin! ), hlm 34-33 gerjadrs bim. 18

K;nag

Rajawall Press.
3 Undang-U""
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KUHPerdata. Ketentuan ini di introdusir oleh pasal 52 ayat (1) Undang-Und
-Undang

No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanji
an

kerja dibuat atas dasar:

a. Adanya kesepakatal kedua belah pihak;

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
d. Pekerjaan yang dipmjanjikan tidak bertentangan dengan Ketertiban umum

dan peraturan-peraturan yang berlaku.”’

am sub a dan b menyangkut subyek yang mengadakan

kesusilaan,

Kedua unsur dal

sur subyektf. Jika te

maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan

qur obyektif, ¥a»

peanjian/un rdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif
unsur dalam sub ¢ dan d
g berupa prestasi yang disepakati untuk

merupakan un
ah sesuatu tersebut tidak dilarang dan diperkenankan

dilaksanakan dan harus!

Jika terjadi garan terhadap unsur obyektif maka

menurut hukum- pelang

patal demi pukum.”

kedua belah pt
harus setujw/sepakat mengenai hal-hal yang

peiianjian
Kesepakatan ‘hak maksudnya bahwa pihuk-pihak yang
l:lan.llan kerja

g gikehendaki pihak

pekeljaaﬂ yang ditawarkan, dan pihak pengusaha

mengadakan Pe
Apa ya

lain. Pihak pekerja menerind
but untuk dipeke

menerima peketja ters®

yang safu dikehendaki
diperjanjikan- ndaki pihak yang

rjakan.

Jnawan widjaja, perikatan Yang Lahir dari Perjanfian, him, 93

37 bid,
! ;mm Muljadi dan

94.
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Kemampuan atau kecakapan bertindak berhubungan dengan
f masalah

kewenangan bertindak dal »
alam hukum.” kedua belah pihak yang membuat

yaitu pihak pengusaha cakap
»Getiap orang adalah cakap untuk membuat
ual

perjajian b '
em uat peqanjian.“ Pasal 1329

KUHPerdata menyatakan bahwa:

g-Undang tidak dinyatakan tidak

bawa arti positi” bahwa selain yang dinyatakan

cakap”.#! Rumusan ini mem
akap dan berwenang untuk bertindak

setiap orang adalah ¢

tidak cakap maka
ata memberikan limitasi orang yang diangg
ap

pasal 1330 KUHPerd

alam hukum yaitu:
ka yang belum berumur 21 tahun (Pasal

hukum.

tidak cakap pertindak d

a. Anak yang belum dewasa/mere

330 KUHPerdata); 620

. ditaruh di pawah P
o KUHPerdata menye
tahun dan telah menikah*® Setclah

erlgt';l.l‘[‘lpl.l.ﬂ.rl.42
butkan seorang dikatakan

g perkawinan No 1 Tahun 1974, dalam pasal 50

an be rlakuny2 ketentuan serupa dalam KUHPerdata yang

un unfuk saat kede
an kewenangannya untuk melakukan

berlakunya Undang-Uﬂdan

- ah wasaan. Dengan demikian
apabilffl: ielah dewasa yaitu dimulai umur 18

menentukan U
o bertindak %"
ditentuka?®
sudah menik

kecakap
dakan hukum
rnenikall, dan

tin
ah tetapi perkawinannya dibubarkan

tahun, telab

/"f
m Ket cnagakerfaan Indonesia, him. 43.
Undang Hukum Perdata, him. 341

39 fpid., him- 149 ok
:T éallau S.u S en%?::::udibio, Kitab Undang:
ubektl
42 Ibi av' .
Im.90.
i

3 ypid., h
b
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sebelum genap 21 tahun ia t i i
p ia tetap dianggap dewasa.*® Selain itu sescorang

dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu
jiwanya/waras.

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan/ha) tertentu, merupakan obyek

dari perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya

melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

Obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan

dengan Undang-Undangketcniban umurn dan kesusilaan. Jenis pekerjaan

‘merupakan salah satu unsur perjanjian yang harus disebutkan secara jelas.*

ka Waktu Perjanjian Kerja

Bentuk dan Jang
buat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.*® Secara

Perjanjian kerja dapat di

tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak,

normatif bentuk
ila terjadi perselisih
g-Undanchtenagakeljaan disebutkan bahwa perjanjian

sehingga b an akan sangat membantu proses pembuktian.

Dalam pasal 54 Undan

uat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

kerja yang dib

a, alamat perusahaat, dan jenis usaha;

a. Nam
amin, umur; dan alamat pekerja/buruh;

b. Nama, jenis kel
¢. Jabatan atau jenis pekerjaan;
Tempat pekerjaan;

arannya,

e. Besarnya upa.h dan card pembay

——/’muna\van widjgja, Perikatan Yang Lahir dari Perjawjian, hlm_ 93

Ketenagakerjaan di Indonesia, hlm. 43-44
2003 tentang Ketenagakerjaan, him. 18, .

et
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f. L-‘Wala[-syal at ke i an k b

pekerja/buruh;
Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

Tandatangan para pihak dalam perjanjian kega.”

Perjanjian kerja dalam kontrak kerja outsourcing dapat dilakukan d

o ' engan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Ketja Waktu T

idak

Teptu/tetap (PKWTT)- Mengingat perjanjian kerja oleh penerima kerja d

apat

an dengan PKWT dan P
perjanjian ketja oleh perusahan yzng dimaksud apakah

dilakuk KWTT, maka perusahaan pemberi kerja perlu

mengetahui pelaksanaan
uai dengan ketentuan yang berlaku atan belum.

sudah ses
g—UndangKetenagake:jaan, memberikan ciri pekerjaan

Pasal 59 Undan

yang merd akan peke:jaan tertentu yang karena jenis dan si .
g p Slfat dan Pekel]aannya
akan selesai dala.rnjangka waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang:

ai atau sementard sifatnya;

a. Sekali seles
saiapnya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan

b, Diperkirakan peyele
a tahun;

paling lama tig
atau;

mustman;

d. Berhubunga® dengat
aan atau penjfiljakfvm-“8

c. Bersifat
kegiatan baru, atau produk tambahan yang

dalam percob
Apabila pekerjaa® tertentu
ari Y0 dipexjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum

masih
yang diperjanjikan dal
am PKWT dapat

diselesaikan d

@ pid., bim. 19
45 pid., him- 20
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pada saat selesainya pekerjaan, akan tetapi bila PKWT dibuat berdas
erdasarkan

selesainya pekerjaan tert
entu namun karena kondisi
isi tertentu pekerj
rjaan tersebut

belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.*®

Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu, h
arus

dicantumkan batasan suatd pekerjaan dinyatakan selesai. Pembaharuan PKW
T

dapat dilakukan setelah melebihi masa
' tenggang waktu 30 hari
setelah

berakhirya perjanjian kerja. Selama tenggang waktu 30 hari itu, tidak
s U ada

hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha; Para pihak dapat me
_ ngatur

diatas yang dituangkan dalam perjénj jan.*°

ekerja, terdapat 2 macam tahapan perjanjian y
ang

lain dari ketentuan

Dalam penyediaa jasap

harus dilalui oleh para pihak yaitu:
1) Perjanjian antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia
pcketjafbumh ;
Hubungan kerjasama  antara Perusahaan Outsourcing dengan

perus ahaan pengguna jasa outsourcing diikat dengan perjanjian tertuli
is,

;an pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan j
asa

melalui pejany

Pekeljafburuh, dengan syarat:
i | kegiatan utama;

¢) Merupakaka? kegiatan penunang P erusahaan secara keseluruhan; dan

aga iCerja dan Transmigrasi No [00/MEN/X/2004 Te
nfang

_______________,__./
enteri Tenast
. Kerja Wakiu Tertentu (www.indosdm.com, 07 No
+ Vember

perjanjian
per 2009)-

19 K_eputusaﬂ

pelaksanadn
Nover

Ketentuan
2008, diakses
50 fbid,.
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d) Tidak mer.ghambat proses produksi secara langsung.”’

Dalam hal pencmpatan pekerja/buruh  maka  perusahaan

pengguna jasa pekerja akan membayar sejumlah dana (management fee)

pada perusahaan penyedia pekerja/buruh.
Perjanjian antara Perusahaan Outsourcing dengan pekerja/buruh.
Penyediaan jasa pekerja atad buruh untuk kegiatan penunjang
‘perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a/buruh dan perusahaan

a) Adanya hubungan kerja antara pekerj
ia j pekelja/buruh;
berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian

b) Perjanjian ketja yans
emenuhi persyaratan sebagaimana yang

waktu tertentu yang m
9 dan atau perjanjian
atangani oleh kedua pihak;

kerja untuk

d dalam pasal 3
sertulis dan ditand

dimaksu kerja waktu tidak tertentu
an kesejahtcraan, syarat-syarat kerja maupun
tanggung jawab perusahaan

c) Perlindung
persellsihan yang bul menjadi
penyedia jas# pekerjafburuh.

d) Perjanjian antara perusahadt pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahazn
lain yang bertmdak sebagal penmahaan penyedia jasa pekerja/buruh
dibuat seca® tertulis dan Wiid memuat pasal-pasal sebagaimana
dimaksud dala® Undang-Uﬂdaﬂgim

Persyaratan ini perit mendapat pengawasan dari. porusshaan
; gdak terjad! pelanggaran ukum oleb perusahaan
pember! ker)a
enagakerjaan, hlm. 22.

2003 tentang Ket
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pember: jasa pekerja yang dapat mengganggu kelancaran jalann
ya

perusahaan. perusahaan pemberi Kerja harus pula mengawasi bah
wa

a/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja

peker)
g sama gesuai dengan perjanjian kerja, peraturan

memperoleh hak yan

Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atas perlindungan

perusahaan, atau
t-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul

upah, kesejahteraar, syara
uruh lainny2 di perus
Janggaran ketentuan mengena

dengan peker) ab ahaan pengguna jasa pekerja.
i PKWT adalah

Akibat hukumm dari pe

apabila:
berubah menjadi

dak datam bahasa Indonesia dan huruf latin,

a) Dibuat ti
anya hubungan kerja;

pKWTT sejak ad
ak memenuh

ketentuan, perjanjian  berubah menjadi

b) Dibuat tid
T sejak adany? ubungan ken®
yang perhubungan dengan produk baru

Ketentua, berubah menjadi PKWTT sejak

dilakukanny? pe

pKWT tidak melalui tenggang waktu 30
dan tidak dipexjanjikan lain, berubah
tcrpenubinya syarat pKWT tersebut.”
perjanjiaﬂ tersebut maka walaupun

pemberi pekerjaan, namun ia

perusahaan penyedia pekerja.
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Pemenuhan hak hak
- karyawan s€ rti ;
perti perlindungan
g upah dan

kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang ti
merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa peketja mbul tetap
Bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan dalam outsourci
adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).S“ Perj an.ia:rcmg l
antara pekcrja/buruh outsourcing dengan Perusahaan O:‘souke.l]a
biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian k‘?ljaSama e o ;’:mg |
outsourcing dengan Perusahaan Pengguna Jasa Outsourcing. Hal alan I-IlJ.
dimaksudkan apabila perusahaan ", I|i:
a dengan Perusahaan Qutsourcing, maka pada

akhiri kerjasamany
persamaan berakhir pula kontrak kerja antara kary
awan
. :il

pengguna jasa outsourcing hendak
!

urcing.
o

dengan Pe¢
outsourcing walaupun secara .
N organisasi be
rada
"
i

Pekeljﬂ/bunm
yreing, hamun pada saat rekruitment

sahaan Quiso
ut harus mendapatkan persetujuan  dari pihak |

rusahaan Qutso

dibawah Perus

peker] ja/buruh terseby

gguna outsourci
gan Perusahaan Pengguna Jasa QOutsourcing

ng Apabila perjanjian kerjasama antara

perusahaaft peng
ssourcing den

perusahaall Ou

berakhir maka perakhur juga perjanjian cria antaraperusahaan

oursaurcing dengan kar)’aWannya. |
a dalam OQutsourcing B

Berakhirny? perjaniia® Ker}
aktu tertent

Perjanjia® kerj2 ™

mauput pcrjanjlan kerja waktu tidak tentu

berakhir apabilaZ
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a. Pekerja meninggal dunia;

gke waktu perjanjian kerja;
dar/atau putusan atau penetipan lembaga

b. Berakhimya jan

c. Adanya putusan pengadilan
isthan hubungan industrial yang telah mempunyai

penyelesaian persel

kekuatan hukum tetap; atau
dian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian

d. Adanya keadaan atau keja

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat

kerja, peraturan

menyebabkan berakhimya hubungan kerja.”
Hubungan Hukum Pekerja Outsourcing ~ dengan Perusahaan
ahaan Pengguna Jasa Outsourcing

Outsourcing 4an Pert®
rja yang dibuat oleh

. o karena adanya perjanjian ke

g mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian,®® di

atau lebxh yan
ahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak

peljanji an. Dengan penjanjian, para pihak secara sukarela

' berb i

- diri U fuk menyerahkan sesuatu, Der uat sesuatu atan untuk tidak
qon kepenti pgan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia

. » 57
mengikatkan diri.”

i dan akibat

Dengan kom
s mengetahlli secara

berbuat gesuatu

telah berjanji 32"
hukum tersebuts berarti setiap pihak yang

pasti kapan dan bagaimana suatu

membuat pelianjian’
a tersebut dapat dipaksakan pelaksanaan

dibuatty

un 2003 tentang Ketenagakerjaan, him. 21.
. aan Indonesia, hlm. 39.

ah
- Ketenagaker}oa" '
i Hukum Kefenagakerjaan di Indonesi, hlm. 64

s
nga:n Po kok—Poko

ss ndang-U" ;’e

56 alu Husn"
57 gendjun H. Manulat®
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ckerja pada bidang-bidang tertentu yang ditempatkan
dan

agal

bekerja pad
antara peketja/buruh outsourcing dengan perusahaan

hubungan ketenagakerjaan

rja/buruh jug2 menand
| antara Perusahaan Pengguna Jasa Qutsourcing

atangani perjanjian kerja. Secara hukum,

outsourcing, peke
tidax ada hubungan struktura
59 gebab antara
erja yang didasarkan atas perjanjian kerja.

perusahaan pemberi kerja dengan

hanyalah antara Perusataan OQutsourcing dengan

fa yang ada
ikan bagi para pekerja tersebut bukanlah

Hubungan ke

pekerja/buruh, jadi yan
guna Jasa peke

g menjadi maj
rja melainkan Perd

pekerja outsourcing pada Perusahaan

sahaan Outsourcing.

Perusahaan Peng
tetapi dalam

Pengguna Jjasa Outsourcing para P

pencmpatannya,
eke[ja/bul’uh lﬂl
Bersama (PKB) yang berlaku pada

Akan
harus tunduk pada Peraturan

Perusahaan (PP) atau Per_ianjian Kerja
Perusahaati Penggun? Oustourcing tersebut, walaupun secara hukum idak ada
hubungan kerja antard keduanya
{al yang e . mengapd karyawan outsourcing harus tun duk pada
peraturan perusahadf! pemberi gerja adalah
tersebut kerjd ditempatflokasn perusahaan pemberi kerja
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2. Standard Operational Procedures (SOP) atau aturan kerja perusahaan

ri kerja harus dilaksanakan oleh pekerja/buruh, dimana semua hal itu

pembe
perusahaan pemberi kerja;
]

tercantum dalam peraturan
peker] a/buruh adalah pada Memorandum of Understanding ;

3. Bukti tunduknya
Outsourcing dengan Perusahaan Pengguna Jasa

(MoU) antara Perusahaan

am hal yang menyangkut norma-norma kerja, waktu kerja
i'c

Outsourcing, dal
tuk benefit dan tunjangan Dbiasanya menginduk
'

dan aturan kerja. Un

perusahaan outsource™

rjadi pelanggaran
ayat 2 huruf ¢ disebutk
serta perselisihan yang timbul menjadi

pekcljafburuh”.s' Perusahaan 1 _’

yang dilakukan pekerja, sebagaimana yang .
{

Dalam hal te
an bahwa “perlindungan upah !'

diatur dalam UUK pasal 66
dan kesejahteraaf syarat-syarat kerja,
penyedia jasa
a (user) tidak ada kewenangan untuk melakukan
rjadi antara peru
secara hukum antara keduanya tidak

pengguna jasa peker]
sahaan pengguna jasa peketja

penyelesaian sengket2 yang t€
karene
rwenang untuk menyelesaikan

ah perusahaall Outsourcing. walaupun peraturan yang |
pengguoa jasa pekerja (user). K
g syaral kerja, bak dan kewajiban

sebut adal
rusahaat

dilanggar adalah P forat PE
perisi tental

perselisihan ter

dan tatd tortib? Hak dan kewajiban

antara pekerja dengan perusahaan,

mcnggambarkan 5
. pengelolaan Tenaga Ketja Pad
_ (Alih Daya) 9 o a
_— oz outsoufc'"g (2007’ diamsl51u|;2098).
M pamad F2 0 dfaizs> Ketenagakerjaar, him.24.
Perusahaano wWWw. aﬂmo%‘;nfas Tahﬂn 2003 te:;':’;gvaan di !ﬂdanesia, hlm. 55.
' ten
j -Ur;d;zg anta’ Huku Ke
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dimana kedua pihak tersebut gama-sama terikat perjanjian kerja yang disepakati

hubungan hukum yang ada adal

guna Jasa Outsourcing, berupa perjanjian

bersama. Sedangkan ah antara Perusahaan

rcing dengan perusahaan Peng

sahaan Penggund Jasa Pe
g, baik dalam bentuk perjanjian kerja

Qutsou
kerja dengan karyawan tidak

penyediaan pekerja. Peru
kerja secard langsun
anjian kerja waktu tidak tertentu

hakikat pelaksanaan Peraturan

memiliki hubungan
waktu tertentu maupun perjan

Apabila ditinj
rusahaan dari Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja |
3

maka peratura pe
yruh outsourcing karena tidak adanya

Perusahaan,
untuk pekerja/b

tidek dapat Jiterapkan
ah hubungan kerja antara

Hubungan kerja yang terjadi adal

gan Perusah sehingga seharusnya

hubungan kerja-
aan Outsourcing,

Perusahaan Qutsourcing,

Pengguna Jasa Pekerja. |
m Ketenagakerjaan

our ct'ﬂg dala
InJonesia, salah safu usaha yang

Outs
tan perekorlomlﬂn

nycha
[ndonesia adalah perusaha mendatat

kerja. Deng

E. Pengaruh Legalisasi

a c

Dalam upay? P ygkan investor ke
. rin

dilakukan oleh peme g an lapangan kerja meningkat
lap

i Undmlg_[jndang No 13 Tahun 2003,

o dengan mengurangi perlindungan terhadap

ang membebani kaum

sia sering dipand

pemerintah mM®
buruh. Tingkat upah

pengusaha sehingga me

____///H/ku:ﬂ Pgrburuha”' bl

63 Ardian L,l,ltedlv

.



Beban prf)duksi dalam dunia usaha di Indonesia, sebenarnya tidak h
anya

tenaga kerja. Survei ekonomi I

ndonesia menepis anggapan

disebabkan oleh biaya
gap menghambat iklim investasi. Masalah

bahwa masalah ketenajzakerjaan diang

sebenarnya yang menjadi hambatan utama p

yang meyebabkan b

ara investor adalah banyaknya

seraturan daerah anyaknya pungutan liar, misalnya retribusi
- cetiap kabupaten sangat membebani ongkos produksi
1,

yang beroperasi hampir di
i menjadi tidak kompetitif dan menyebabkan harga barang

sehingga produks
64 Dengan menutup mata atas fakta

|aku dipasaran.

ahal sehinggd tidak
erintah memilih pemberlakuan pasar

menjadi m
pem

ibitity (LMF).*® Sistem kerja

tenaga kerja yan
ah murah sebagai pelaksanaan dari

ing diarahkan pada
Labour Ma" rke
melalui pelegal

membuﬂt posisi K
perserikat, tndak ada kepastian kerja,

kebijakan P

¢ erxibimy.“ Pem
an sistem kerja uotsourcing dalam

outsourci
berlakuan kebijakan Labour

sistem pelaksanaanl
aum pekerjaturuh menjadi

ada kebebasall
gan hari 3y, dan tunjangan kesejahteraan
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